BAB 11
TINJAUAN UMUM PARTISIPASI, KIAI DAN PESANTREN SERTA
KEBIJAKAN PENDIDIKAN

A. Tinjauan tentang Partisipasi
1. Definisi Partisipasi

Istilah partisipasi banyak dikemukakan dalam berbagai kegiatan seperti
perumusan kebijakan khususnya kegiatan pembangunan. Partisipasi menurut
pandangan Poerwadarminto adalah sejumlah orang yang turut berperan serta
dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta.’’ Partisipasi secara formal
didefinisikan sebagai turut wewenang baik secara mental dan emosional
memberikan sumbangsih kepada proses pembuatan dimana keterlibatan secara
pribadi orang yang bersangkutan untuk melaksanakan tanggung jawabnya.*®

Partisipasi juga definisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan
emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk
memberikan sumbangan kepada kelompok tersebut dalam usaha mencapai tujuan
bersama serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan, namun
pada hakikatnya memiliki makna yang sama.’® Partisipasi berasal dari bahasa
Inggris participate yang artinya mengikutsertakan, ikut mengambil bagian.®

Sedangkan H.A.R. Tilaar mengungkapkan partisipasi adalah sebagai

wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses

57 Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Depdiknas 1984), 998.
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desentralisasi di mana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah
(button-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan
pembangunan masyarakatnya.®!

Partisipasi juga dapat diartikan sebagai “pengikutsertaan/peran serta”
atau pengambil bagian dalam kegiatan bersama.®? Kata partisipasi memiliki
banyak penekanan makna juga arti. Dari beberapa definisi yang telah diuraikan,
mulai dari ‘penekanan pada rakyat yang memiliki peran dalam pembuatan
keputusan rakyat yang memiliki kendali terhadap sumber daya dan institusi,
hingga ‘kemampuan rakyat dalam memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian

rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya’.®

Keragaman arti
partisipasi terkait erat dengan kepentingan dan agenda yang beragam dalam
kehidupan masyarakat serta pembuatan keputusan secara politis.®*

Menurut pandangan Uphoff, Kohen, dan Goldsmith bahwa, partisipasi
merupakan istilah deskriptif yang menunjukan keterlibatan beberapa orang
dengan jumlah signifikan dalam berbagai situasi atau tindakan yang dapat
meningkatkan kesejahteraan hidup mereka.®> Di mana partisipasi adalah proses
aktif dan inisiatif yang muncul dari masyarakat serta akan terwujud sebagai suatu

kegiatan nyata apabila terpenuhi oleh tiga faktor pendukungnya, yaitu: adanya

kemauan, adanya kemampuan dan adanya kesempatan untuk berpartisipasi.
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Kemampuan dan kemauan berpartisipasi berasal dari yang bersangkutan (warga
atau kelompok masyarakat), sedangkan kesempatan berpartisipasi datang dari
pihak luar yang memberi kesempatan. Apabila ada kemauan tetapi tidak ada
kemampuan dari warga atau kelompok dalam suatu masyarakat, walaupun telah
diberi kesempatan oleh negara atau penyelenggara pemerintahan, maka partisipasi
tidak akan terjadi. Demikian juga, jika ada kemauan dan kemampuan tetapi tidak
ada ruang atau kesempatan yang diberikan oleh negara atau penyelenggara
pemerintahan untuk warga atau kelompok dari suatu masyarakat, maka tidak
mungkin juga partisipasi masyarakat itu terjadi.

Dari pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa unsur partisipasi yaitu:
pertama harus ada tujuan bersama yang hendak dicapai, kedua adanya dorongan
untuk menyumbang atau melibatkan diri bagi tercapainya tujuan bersama, ketiga
keterlibatan masyarakat baik secara mental, emosi dan fisik, dan keempat harus
adanya tanggung jawab bersama demi tercapainya tujuan kelompok.

Lebih lanjut Soetrisno menyatakan bahwa ada dua jenis definisi
partisipasi yang beredar di masyarakat yaitu: pertama partisipasi adalah dukungan
masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya
ditentukan perencana. Kedua partisipasi masyarakat dalam pembangunan,
merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam
merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil
pembangunan yang telah dicapai.®® Menurut definisi ini, ukuran tinggi rendahnya

partisipasi rakyat dalam pembangunan tidak hanya diukur dengan kemauan rakyat

6 S. Nasution, Sosiologi Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), 16
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untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi juga dengan ada tidaknya hak

rakyat untuk ikut menentukan arah dan tujuan program yang ada di wilayah

mereka.

Ukuran lainnya adalah ada tidaknya kemauan rakyat, untuk mandiri
melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan itu. Definisi mana yang
akan dipakai akan sangat menentukan keberhasilan dalam mengembangkan dan
memasyarakatkan sistem pembangunan wilayah yang partisipatif. Dari sudut
pandang sosiologis, definisi pertama tidak dikatakan sebagai partisipasi rakyat
dalam pembangunan, melainkan mobilisasi rakyat dalam pembangunan.
Mobilisasi rakyat dalam pembangunan hanya dapat mengatasi permasalahan
pembangunan dalam jangka pendek. Di Indonesia cenderung menggunakan
definisi pertama dalam proses pembangunan, baik yang bersifat nasional maupun
regional.

Mikkelsen dalam pendapatnya membagi partisipasi menjadi 6 (enam)
pengertian diantaranya:

a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa
ikut serta dalam pengambilan keputusan.

b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk
meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi
proyek-proyek pembangunan.

c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan

yang ditentukannya sendiri.
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d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa
orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan
kebebasannya untuk melakukan hal itu.

e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para
staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya
memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial.

f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri,
kehidupan, dan lingkungan mereka.®’

Dari penjabaran beberapa pakar yang menguraikan definisi partisipasi di
atas, penulis simpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang
atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk monitoring dalam
program pembangunan dalam penelitian ini adalah kiai pesantren yang
berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan mulai dari perencanaan,
pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi, berkontribusi secara sukarela.

2. Prinsip-Prinsip Partisipasi

Prinsip-prinsip  partisipasi sebagaimana tertuang dalam Panduan
Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh Department for
International Development (DFID) adalah:

a. Cakupan, semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena
dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.

b. Kesetaraan dan kemitraan (Equal Partnership), pada dasarnya setiap orang

mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak

%7 Britha Mikkelsen, Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan
(Penerjemah: Matheos Nalle. (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1999), 64.
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untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun
dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.

c. Transparansi, semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi
dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

d. Kesetaraan kewenangan (Sharing Power/Equal Powership). Berbagai pihak
yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan
kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

e. Kesetaraan tanggung jawab (Sharing Responsibility). Berbagai pihak
mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya
kesetaraan kewenangan (Sharing power) dan keterlibatannya dalam proses
pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

f. Pemberdayaan (Empowerment), keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari
segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui
keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling
belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.

g. Kerjasama, diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk
saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada,
khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.®®

Dari uraian di atas, penulis simpulkan bahwa prinsif partisipasi yang
harus dimiliki semua elemen dalam partisipasinya terutama dalam penentuan

kebijakan khususnya kebijakan pendidikan.

% Monique Sumampouw, Perencanaan Darat-Laut yang Terintegrasi dengan Menggunakan
Informasi Spasial yang Partisipatif. Jacub Rais, et al.Menata Ruang Laut Terpadu (Jakarta:
Pradnya Paramita, 2004), 106-107.
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3. Bentuk dan Tipe Partisipasi

Ada beberapa pendapat mengenai bentuk dan tipe partisipasi. Seperti
menurut pandangan Irene, bahwa bentuk partisipasi yang dapat diberikan
masyarakat dalam suatu program pembangunan, diantaranya: partisipasi uang,
partisipasi harta benda, partisipasi tenaga, partisipasi keterampilan, partisipasi
buah pikiran, partisipasi sosial, partisipasi dalam proses pengambilan keputusan
serta partisipasi representatif.®

Irene dalam pendapatnya juga mengelompokkan partisipasi menjadi dua
jenis, yaitu: Bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki
wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam bentuk tidak nyata
(abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata misalnya uang, harta benda, tenaga dan
keterampilan sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah partisipasi
buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan keputusan dan partisipasi
representatif.

Partisipasi uang adalah bentuk partisipasi untuk memperlancar usaha-
usaha bagi pencapaian kebutuhan masyarakat yang memerlukan bantuan.
Partisipasi harta benda adalah partisipasi dalam bentuk menyumbang harta benda,
biasanya berupa alat-alat kerja atau perkakas.

Partisipasi tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk tenaga
untuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan suatu
program. Sedangkan partisipasi keterampilan, yaitu: memberikan dorongan

melalui keterampilan yang dimilikinya kepada anggota masyarakat lain yang

% Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan
(Yokyakarta: kota pelajar 2009), 35.
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membutuhkannya, dengan maksud agar orang tersebut dapat melakukan kegiatan
yang dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya. Partisipasi buah pikiran
merupakan partisipasi berupa sumbangan ide, pendapat atau buah pikiran
konstruktif, baik untuk menyusun program maupun untuk memperlancar
pelaksanaan program dan juga untuk mewujudkannya dengan memberikan
pengalaman dan pengetahuan guna mengembangkan kegiatan yang diikutinya.
Partisipasi sosial diberikan oleh partisipan sebagai tanda paguyuban. Misalnya
arisan, menghadiri kematian, dan lainnya dan dapat juga sumbangan perhatian
atau tanda kedekatan dalam rangka memotivasi orang lain untuk berpartisipasi.
Pada partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat terlibat dalam
setiap diskusi/forum dalam rangka untuk mengambil keputusan yang terkait
dengan kepentingan bersama. Sedangkan partisipasi representatif dilakukan
dengan cara memberikan kepercayaan/mandat kepada wakilnya yang duduk
dalam organisasi atau panitia.

Sedangkan menurut pendapat Effendi, partisipasi terbagi atas partisipasi
vertikal dan partisipasi horizontal.”’ Disebut partisipasi vertikal karena terjadi
dalam kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu
program pihak lain, dalam hubungan di mana masyarakat berada sebagai status
bawahan, pengikut atau klien. Sedangkan partisipasi horizontal, masyarakat
mempunyai prakarsa di mana setiap anggota atau kelompok masyarakat

berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini

70 Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan
(Yokyakarta: kota pelajar 2009), 37.
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merupakan tanda permulaan tumbuhnya masyarakat yang mampu berkembang
secara mandiri.

Basrowi menyatakan pendapatnya bahwa partisipasi masyarakat dilihat
dari bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: “partisipasi non fisik dan
partisipasi fisik”.”! Partisipasi fisik adalah partisipasi masyarakat (orang tua)
dalam bentuk menyelenggarakan usaha-usaha pendidikan, seperti mendirikan dan
menyelenggarakan usaha-usaha beasiswa, membantu pemerintah membangun
gedung-gedung untuk masyarakat, dan menyelenggarakan usaha-usaha
perpustakaan berupa buku atau bentuk bantuan lainnya. Sedangkan partisipasi non
fisik adalah partisipasi keikutsertaan masyarakat dalam menentukan arah dan
pendidikan nasional dan meratanya animo masyarakat untuk menuntut ilmu
pengetahuan melalui pendidikan, sehingga pemerintah tidak ada kesulitan
mengarahkan rakyat untuk bersekolah.

Berdasarkan bentuk-bentuk partisipasi yang telah dipaparkan, dapat
ditarik sebuah kesimpulan mengenai tipe/bentuk partisipasi yang diberikan
masyarakat. Tipe/bentuk partisipasi masyarakat dapat disebut juga sebagai
tingkatan partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat.

Pada dasarnya dalam hal ini, tidak ada jaminan bahwa suatu program
akan berkelanjutan melalui partisipasi semata. Keberhasilannya tergantung pada
tipe/bentuk seperti apa partisipasi masyarakat, dalam penelitian ini adalah kiai

pesantren berpartisipasi dalam penentuan kebijakan pendidikan. Artinya, sampai

I Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan
(Yokyakarta: kota pelajar 2009), 32-33.
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sejauh mana pemahaman kiai pesantren terhadap suatu program sehingga ia turut
berpartisipasi.
4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam suatu program, sifat faktor-faktor tersebut dapat mendukung suatu
keberhasilan program namun ada juga yang sifatnya dapat menghambat
keberhasilan program. Misalnya saja faktor usia, terbatasnya harta benda,
pendidikan, pekerjaan dan penghasilan.

Menurut pandangan Angell bahwa partisipasi yang tumbuh dalam
masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya:
a. Usia

Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang
terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia
menengah keatas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat
yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka
yang dari kelompok usia lainnya.
b. Jenis kelamin

Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa
menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di dapur” yang
berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah
mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut
telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan

yang semakin baik.
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c. Pendidikan

Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi.
Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap
lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan
seluruh masyarakat.
d. Pekerjaan dan Penghasilan

Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang
akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan
penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong
seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Untuk
berpartisipasi dalam suatu kegiatan harus didukung oleh perekonomian yang
mapan.
e. Lamanya Tinggal

Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan
pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada
partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka
rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya
yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.”

Sedangkan menurut pendapat Holil, unsur-unsur dasar partisipasi sosial
yang juga dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat adalah:
a. Kepercayaan diri masyarakat

b. Solidaritas dan integritas sosial masyarakat

2 Murray G. Ross, and B.W. Lappin, Community Organization: Theory, Principles And Practice.
Second Edition (NewYork: Harper & Row Publishers,1967), 130.
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c. Tanggungjawab sosial dan komitmen masyarakat

d. Kemauan dan kemampuan untuk mengubah atau memperbaiki keadaan dan
membangun atas kekuatan sendiri

e. Prakarsa masyarakat atau prakarsa perseorangan yang diterima dan diakui
sebagai/menjadi milik masyarakat

f. Kepentingan umum murni, setidak-tidaknya umum dalam lingkungan
masyarakat yang bersangkutan, dalam pengertian bukan kepentingan umum
yang semu karena pencampuran kepentingan perseorangan atau sebagian
kecil dari masyarakat

g. Organisasi, keputusan rasional dan efisiensi usaha

h. Musyawarah untuk mufakat dalam pengambilan keputusan

1. Kepekaan dan daya tanggap masyarakat terhadap masalah, kebutuhan-
kebutuhan dan kepentingan-kepentingan umum masyarakat.”

Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu program
juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut pandangan Holil,
menyatakan bahwa ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat
yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu:

a. Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara warga
masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di dalam

masyarakat dengan sistem di luarnya

> Holil Soelaiman, Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (Bandung: Badan
penelitian dan pengembangan, 1980), 9.



50

b. Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan keluarga,
pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan bangsa yang
mendorong tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat

c. Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses dan
struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang memungkinkan dan
mendorong terjadinya partisipasi sosial

d. Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam keluarga,
masyarakat atau lingkungan politik, sosial, budaya yang memungkinkan dan
mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, gagasan, perseorangan atau
kelompok.”

5. Macam-Macam Partisipasi

Ada beberapa macam partisipasi, menurut pendapat Cohen dan Uphoft,
mereka membedakan partisipasi menjadi empat jenis, yaitu pertama, partisipasi
dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga,
partisipasi dalam pengambilan kemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam
evaluasi. Keempat jenis partisipasi tersebut bila dilakukan bersama-sama akan
memunculkan aktivitas pembangunan yang terintegrasi secara potensial.”®

Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat dalam
pengambilan keputusan ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan
masyarakat untuk menuju kata sepakat tentang berbagai gagasan yang

menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan

7% Holil Soelaiman, Partisipasi Sosial Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial (Bandung: Badan
penelitian dan pengembangan, 1980), 10.

75 Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan
(Yokyakarta: kota pelajar 2009), 39-40.
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ini sangat penting, karena masyarakat menuntut untuk ikut menentukan arah dan
orientasi pembangunan.

Wujud dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini
bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran,
tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan Cohen dan Uphoff.
Dengan demikian partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan ini
merupakan suatu proses pemilihan alternatif berdasarkan pertimbangan yang
menyeluruh dan rasional.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan
dari rencana yang telah disepakati sebelumnya, baik yang berkaitan dengan
perencanaan, pelaksanaan, maupun tujuan. Di dalam pelaksanaan program, sangat
dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam
kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan.

Cohen dan Uphoff, juga berpendapat bahwa ruang lingkup partisipasi
dalam pelaksanaan suatu program meliputi: Pertama, menggerakkan sumber daya
dan dana. Kedua, kegiatan administrasi dan koordinasi dan ketiga penjabaran
program.

Dari paparan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa partisipasi
masyarakat dalam pelaksanaan suatu program penentuan kebijakan merupakan
satu unsur penentu keberhasilan program itu sendiri. Sedangkan manfaat
partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan
program yang bisa dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan

ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kualitas dapat
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dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah

sesuai dengan target yang telah ditetapkan, serta partisipasi dalam evaluasi.

Partisipasi masyarakat dalam evaluasi ini dalam penelitian ini diwakili kiai

pesantren berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh.

Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah

sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

6. Tahapan dan Tingkatan Partisipasi

Secara singkat partisipasi dalam pandangan Cohen dan Uphoff
dijelaskan dalam tahap-tahap sebagai berikut:

Tahap pelaksanaan program partisipasi antara lain:

a. Pengambilan keputusan, yaitu penentuan alternatif dengan masyarakat untuk
menuju kesepakatan dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan
bersama.

b. Pelaksanaan, yaitu penggerakan sumber daya dan dana. Dalam pelaksanaan
merupakan penentu keberhasilan program yang dilaksanakan.

c. Pengambilan manfaat, yaitu partisipasi berkaitan dengan kualitas hasil
pelaksanaan program yang bisa dicapai.

d. Evaluasi, yaitu berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh.
Partisipasi ini bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program
berjalan.

Sedangkan Partisipasi berdasarkan tingkatannya dapat dibedakan menjadi

7 tingkatan, yaitu:
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Manipulation, merupakan tingkat paling rendah mendekati situasi tidak ada
partisipasi, cenderung berbentuk indoktrinasi.

. Consultation, yaitu: stakeholder mempunyai peluang untuk memberikan
saran akan digunakan seperti yang mereka harapkan. Consensus-building,
yaitu dimana pada tingkat ini stakeholder berinteraksi untuk saling
memahami dan dalam posisi saling bernegosiasi, toleransi dengan seluruh
anggota kelompok. Kelemahan yang sering terjadi adalah individu-individu
dan kelompok masih cenderung diam atau setuju bersifat pasif.
Decision-making, yaitu: konsensus terjadi didasarkan pada keputusan kolektif
dan bersumber pada rasa tanggungjawab untuk menghasilkan sesuatu.
Negosiasi pada tahap ini mencerminkan derajat perbedaan yang terjadi dalam
individu maupun kelompok.

Risk-taking, yaitu: proses yang berlangsung dan berkembang tidak hanya
sekedar menghasilkan keputusan, tetapi memikirkan akibat dari hasil yang
menyangkut keuntungan, hambatan, dan implikasi. Pada tahap ini semua
orang memikirkan resiko yang diharapkan dari hasil keputusan. Karenanya,
akuntabilitas merupakan basis penting.

Partnership, yaitu: memerlukan kerja secara equal menuju hasil yang mutual.
Equal tidak hanya sekedar dalam bentuk struktur dan fungsi tetapi dalam

tanggungjawab.



54

f. Self-management, yaitu: puncak dari partisipasi masyarakat. Stakeholder
berinteraksi dalam proses saling belajar (learning process) untuk
mengoptimalkan hasil dan hal-hal yang menjadi perhatian.”®

B. Tinjauan tentang Kiai dan Pesantren

1. Definisi Kiai

Tema kiai dalam penelusuran penulis, merujuk pada bahasa Jawa.”’
Ahmad Adaby, mengurai kata kiai berasal dari bahasa Jawa yaitu “kiya-kiya”,
yang artinya orang yang dihormati.”® Secara operasional, istilah kiai digunakan
untuk tiga jenis gelar: pertama, sebagai gelar kehormatan bagi benda atau hewan
yang dianggap keramat, seperti Kiai Garuda Kencana dan Kiai Rebo dan Kiai
Wage. Kedua, gelar yang diberikan kepada orang tua pada umumnya. Dan Ketiga,
gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang ahli agama Islam yang
memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik
kepada santrinya.”

Sebagaimana yang sudah kita ketahui, kiai di kalangan masyarakat Islam
tradisonal Jawa merupakan tokoh keagamaan kharismatik yang bisa dibandingkan
dengan ajengan di Jawa Barat dan syekh dalam masyarakat Minangkabau
Sumatera Barat. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem kehidupan
masyarakat tradisional unsur mitos dan kepercayaan kepada kekuatan

supranatural, kekeramatan sangat kuat, dan kewibawaan seorang kiai tidak bisa

76 Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pendidikan
(Yokyakarta: kota pelajar 2009), 39-40.

7 Manfred Ziemek, Pesantren dalam Perubahan Sosial, terj. Burche B. Soendjojo (Jakarta: P3M,
1986), 130.

8 Moh. Eksan, Kiai Kelana (Biografi Kiai Muchid Muzadi) (Yogyakarta: LKIS, 2000), 1.

79 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai (Jakarta: LP3ES,
1982), 55.
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dipisahkan dari unsur ini. Secara kultural istilah kiai sendiri di masyarakat Jawa
mengacu dan digunakan untuk menyebut benda-benda keramat yang dipercayai
memiliki kekuatan supranatural. Dari pengertian ini kemudian istilah tersebut
mengalami proses Islamisasi yang berlatar belakang animisme, kejawen dan
Hindu Budha. Karena proses Islamisasi masyarakat Jawa tidak pernah selesai
terutama dalam kalangan elit keraton, istilah kiaipun digunakan oleh dua
subkultural yaitu: pertama, kultur Islam yang menggunakannya untuk sebutan
tokoh keagamaan kharismatik dan kedua, kultur kejawen yang menggunakannya
untuk istilah benda-benda keramat.

Kajian terhadap penggunaan istilah kiai menurut Horikoshi dan Mansur
Noor menyatakan bahwa membedakan kiai dan ulama dengan melihat peran dan
pengaruhnya di masyarakat. Jika merujuk pada ilmu nahwu, bentuk jamaknya bisa
‘alimun dan bisa ‘ulama’. Dalam al-Qur’an, ‘alim yang berjamak ‘alimun ialah
orang yang punya kelebihan berupa ilmu dan kadar kecerdasan yang dengan itu
dia mampu mengeluarkan ayat-ayat Allah dan lebih menonjolkan penampilan
keilmuan sebagai orang yang berilmu (‘alim). Adapun yang berjamak ‘ulama’,
adalah orang yang dengan keyakinannya merasa malu untuk berbuat yang
membias dari rasa kehambaan.®!

Ulama adalah istilah yang lebih umum dan merujuk kepada seorang
muslim yang berpengetahuan. Kaum ulama adalah kelompok yang secara jelas

mempunyai fungsi dan peran sosial sebagai cendekiawan penjaga tradisi yang

8 Tim penulis TAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia (Jakarta: Djambatan, 1992),
562.

81 Seyyed Hossein Nasr dalam Deden Makbuloh, “Globalisasi dan Dinamika Masyarakat Muslim”
Komunitas Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol. 26, No. 2, Desember 2008., 110.
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dianggap sebagai dasar identitas primordial individu dan masyarakat. Dengan kata
lain fungsi ulama lebih penting adalah peran ortodoks dan tradisional mereka
sebagai penegak keimanan dengan cara mengerjakan doktrin-doktrin keagamaan
dan memelihara amalan secara luas digunakan di dunia Islam dan paling tidak
setiap Muslim mengetahui istilah itu. Di Indonesia, beberapa istilah lokal sering
digunakan untuk menunjukkan berbagai tingkat keulamaan, dan istilah yang
paling sering digunakan untuk merujuk tingkat keulamaan yang lebih tinggi
adalah kiai.®?

Sementara jika merujuk pada perspektif al-Qur’an sebutan bagi orang
yang berpengetahuan bermacam-macam, yaitu al-‘ulama’, uli al-‘ilmi, arashhum
fi al-‘ilmi, ahl al-dhikri dan ulu al-bab. Kata ulama disebut dua kali dalam al-

Qur’an, yaitu terdapat pada surat al-Shu’ara’ ayat 197 dan surat Fatir ayat 28:3
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82 Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan (Y ogyakarta: LKIS, 2003), 29.
8 M. Quraish Shihab, Tafsir a/-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian a/-Qur’an\ol.10 (Jakarta:
Lentera Hati, 2002), 136.

84 Departemen Agama R 1., al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Cv Jaya Sakti, 1989), 588.
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“Dan di antara manusia, bintang-binatang melata dan binatang-binatang ternak
bermacam-macam warnanya, seperti itu (pula). Sesungguhnya yang takut kepada
Allah di antara hamba-hamba Nya hanyalah ulama’. Sesungguhnya Allah Maha

Perkasa lagi Maha Penyayang”. (QS. Fatir: 28)*

Rasulullah SAW, memberikan rumusan tentang ulama dengan sifat-
sifatnya, yaitu: ulama adalah hamba Allah yang berakhlak Qur’ani yang menjadi
warathat al-anbiya’ (pewaris nabi), kutwa (pemimpin dan panutan), khalifah,
pengemban amanah Allah, penerang bumi, pemelihara kemaslahatan dan
kelestarian hidup manusia.®

Haedar Nashir, mengatakan bahwa ulama itu diasumsi oleh masyarakat
muslim sebagai seorang figur yang memiliki kedalaman ilmu keislaman klasik
(lebih khusus lagi ilmu fikih), dan secara konvensional di kalangan masyarakat
muslim Indonesia lebih dikenal dengan sebutan kiai. Pada hakikatnya asumsi di
kalangan tersebut mereduksi pengertian ulama dalam perspektif al-Qur’an, sebab
al-Qur’an tidak membatasi pengertian ulama hanya ditujukan pada seorang figur
yang memiliki kedalaman ilmu keislaman klasik, justru kata ulama dalam surat
Fatir ayat 28 sebelumnya (ayat 27) didahului oleh ayat-ayat fenomena
kosmologis.

Menurut pandangan Nurcholis Madjid, istilah ulama secara arif dimaknai

dengan menkaitkannya dalam bidang ke “ilmuan” atau scientis, yaitu golongan

85 Departemen Agama R.1., al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Cv Jaya Sakti, 1989),700.
8 Abdul Qodir Jailani, Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia
(Surabaya: Bina [lmu, 1994), 3.
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masyarakat paling meresapi ketaqwaan, paling tinggi penampilan moral, adab dan
akhlaknya.?’

Dibandingkan dengan istilah ulama yang juga merupakan tokoh
keagamaan, kiai bagi masyarakat Islam tradisional Jawa cenderung mengandung
pengertian yang lebih spesifik sebagai gejala umum. Selaku tokoh dan pemimpin
masyarakat keagamaan, kiai dalam kesadaran budaya keagamaan mereka tidak
dapat dipisahkan dari tokoh lembaga pendidikan Islam tradisional (pesantren).
Karena itu pesantren menjadi lembaga legitimasi ketokohan seorang kiai.
Semakin besar dan terkenal sebuah pesantren, semakin termasyhur dan berwibawa
seorang kiai, terutama jika ia sekaligus sebagai pendirinya.®®

Seseorang yang dikatakan atau mendapat julukan sebagai kiai, menurut
Bisri, adalah orang yang oleh masyarakat dianggap sebagai orang yang alim.
Lebih khusus, Nurcholis Madjid, memberi pengertian kiai dalam pandangan
masyarakat secara umum dianggap sebagai orang yang mempunyai kelebihan
dalam bidang ilmu keagamaan bila dibandingkan dengan orang lain pada
umumnya.”

Istilah kiai, ulama, bindereh, nun, ajengan dan guru adalah sebutan yang
semula diperuntukan bagi para ulama tradisional, walaupun sekarang kiai sudah
digunakan secara generik bagi semua ulama, baik tradisional maupun modernis, di
pulau Jawa maupun di luar pulau Jawa. Istilah ustad, yang dulu menjadi tanda

mengenal ulama modernis atau kalangan masyarakat Arab negeri kita, sekarang

87 Moh. Eksan, Kiai Kelana (Biografi Kiai Muchid Muzadi) (Yogyakarta: LKIS, 2000), 3-4.
8 Tim penulis IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, 562.

8 M. Cholil Bisri, Ketika Nurani Bicara (Remaja Rosda Karya: 2000), 85.

% Nurcholis Madjid, Pintu-Pintu Menuju Tuhan (Jakarta: Paramadina, 2002), 96.
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juga sudah masuk dalam lingkungan pondok-pondok pesantren. Memang dunia
keulamaan dari sudut pandang terminologi yang digunakan seperti itu saja, sudah
mengharuskan kita melakukan pembagian para kiai berdasarkan macam-macam,
tolak ukur.”!

Dalam pendapanya Cliford Geertz, menyatakan bahwa seorang guru di
suatu pondok dan setiap sarjana dalam ilmu keislaman, pada umumnya disebut
kiai. Di Indonesia, ahli antropologi itu selanjutnya menjelaskan bahwa secara
kasar hal ini dapat dibandingkan dengan ulama di Timur Tengah. Keterangan
Geertz, yang sangat dikenal dengan teorinya varian santri, abangan dan priyayi
dalam budaya Jawa itu, secara sepintas sudah menunjukkan kepada kekurangan-
kekurangannya. Tidak setiap guru dalam pesantren, sekalipun guru agama, dapat
disebut kiai.

Demikian pula, tidak semua ahli ilmu kelslaman dapat memperoleh gelar
kiai, seorang seperti Quraish Shihab atau Nurcholis Madjid keduanya tidak
kurang luas ilmu agamanya, tetapi tidak disebut kiai. Seandainya kedua orang itu
mengabdikan dirinya dalam pendidikan di pesantren, gelar kiai akan datang dari
masyarakat sebagai pengakuan akan peranan dan kedudukan mereka.”?

2. Tipologi Kiai
Dalam perjalanannya, sosok kiai yang memiliki aktivitas yang tidak

meluluh bergelut di dunia pendidikan, dan tidak jarang yang memiliki beberapa

%1 Abdurrahman Wahid dalam Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat: Kiai Pesantren-Kiai
Langgar di Jawa (Jakarta: LKIS, 1994), xii-xiv.

M. Dawam Rahardjo, Intelektual, Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah
Cendikiawan Muslim (Bandung: Mizan, 1993), 171.
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keterampilan keilmuan lainnya, pada gilirannya membuat sosok kiai di mayarakat

terbagi menjadi beberapa karakter kekiaiannya. Tipologi dimaksud antara lain:

a. Kiai spiritual adalah pengasuh pondok pesantren yang lebih menekankan
pada upaya mendekatkan diri kepada Allah melalui kegiatan ibadah tertentu.

b. Kiai advokatif adalah pengasuh pondok pesantren yang selalu aktif mengajar
santri dan jamaahnya serta memperhatikan persoalan-persoalan yang
dihadapai oleh masyarakat.

c. Kiai politik adalah pengasuh pondok pesantren yang senantiasa peduli
terhadap urusan politik dan kekuasaan. Kiai yang termasuk dalam kategori ini
yaitu adalah kiai adaptif yang bersedia menyesuaikan dir1 dengan pemerintah
dan kiai yang mengambil sikap mitra kritis.”?

d. Kiai tarekat adalah kiai yang memusatkan kegiatannya dalam membangun
batin umat Islam. Karena tarekat adalah sebuah lembaga formal, para
pengikut kiai tarekat adalah anggota formal kegiatan tersebut.’* Kiai tarekat
adalah para kiai yang mengikatkan dirinya dalam suatu organisai tarekat
tertentu.

e. Kiai panggung biasa disebut dengan da’i. Mereka menyebarkan dan
mengembangkan Islam melalui kegiatan dakwah. Kiai panggung tersebar di
seluruh kabupaten, kebanyakan kiai panggung hanya dikenal di daerahnya
masing-masing, walaupun ada sebagian yang dikenal di daerah lain bahkan

diseluruh Indonesia.”

% Imam Suprayogo, Reformalisasi Visi Pendidikan Islam (Malang: STAIN Press, 1999), 148.
% Endang Turmudi, Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan (Yogyakarta: LKIS, 2003), 33.
% Ibid., 34.
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Kiai budayawan adalah kiai yang menekuni bidang seni dan budaya dan
menjadikan itu sebagai media dakwabh.

Kiai intelektual adalah kiai yang menggeluti dunia pemikiran dan ilmu
pengetahuan.”®

Fungsi dan Tugas Kiai

Berikut ini merupakan Hadith tentang fungsi dan tugas ulama sebagai

pewaris para nabi:

a.

Menyampaikan (tabligh) ajaran-ajaran al-Qur’an kepada umatnya, sesuai
dengan perintah Allah.”’

Menjelaskan isi kandungan al-Qur’an untuk pedoman hidup bagi umatnya,
sesuai dengan.”®

Memutuskan problem yang dihadapi masyarakat.”

Memberikan contoh pengalaman ajaran-ajaran agama.'%

Fungsi kenabian ulama di sini bukan berarti mensejajarkan kedudukan

ulama dengan para nabi, akan tetapi ulama berfungsi proteksionis semua

kekayaan ajaran agama Nabi Muhammad saw semasa beliau masih hidup. Jadi

para ulama tidak memiliki otoritas untuk mengubah dan membangun kembali

ajaran agama yang lepas sama sekali dari fondasi bangunan yang diletakkan oleh

nabi saw. Usaha-usaha rekonstruksi, reinterpretasi, pribumisasi oleh reformis

% Moh. Eksan, Kiai Kelana (Biografi Kiai Muchid Muzadi) (Yogyakarta: LKIS, 2000), 6.
7 Departemen Agama R.1., al-Qur’an dan Terjemahnya (Surabaya: Cv Jaya Sakti, 1989),5:67.

172.

%8 Ibid, 16:44. 408.
% Ibid, 2:213. 49.
100 M. Quraisy Shihab, Membumikan al-Qur'an. (Bandung: Mizan, 1991), 383.
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dalam lapangan ijtihad, hanya sebatas pada apa yang tidak ada di dalam al-Qur’an
dan al-Hadith.

Analisis Erich Fromm, tentang konsep sejarah dalam perjanjian lama,
dikemukakan bahwa pembentukan sejarah tidak sepenuhnya ditentukan oleh
kebebasan manusia, akan tetapi juga melibatkan Tuhan dengan melalui nabi-nabi
yang diutusNya. Pendapat Fromm tersebut menunjukkan bahwa fungsi nabi bukan
pada persoalan-persoalan relegius, termasuk juga fungsi sosial politik dan sosial
kemasyarakatan. Begitu pula dengan fungsi ulama sebagai ahli waris nabi. Ia
menjadi lentera iman bagi masyarakat, hati nurani rakyat dan melandasi
kehidupan politik dan sosial dengan cinta keadilan dan kebenaran.

Ulama atau kiai dalam perjalanan sejarah bangsa mampu tampil menjadi
religious power dalam kehidupan kolektif umat dan juga tampil sebagai kekuatan
sosial kemasyarakatan yang handal. Lebih lanjut ia mengemukakan peran ulama
atau kiai bukan saja sebagai figur yang alim dalam penguasaan ilmu, sehingga
menjadi “resi” tempat bertanya berbagai hakikat masalah kehidupan, shalih dalam
perilaku, sehingga menjadi tauladan dan contoh kearifan, tetapi juga tampil
sebagai figur atau tokoh pemandu umat dalam dinamika kehidupan umat atau
bangsa.

4. Partisipasi Kiai dalam Dunia Politik

Sejak masa-masa awal kerajaan Islam, banyak ulama memainkan peran
penting dalam pemerintahan. Menurut Benda, para penguasa yang baru
dinobatkan harus banyak bersandar kepada para ulama, guru mistik, dan ahli kitab

karena merekalah yang dapat menobatkan para penguasa tersebut menjadi
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pangeran-pangeran Islam, mengajar serta memimpin upacara keagamaan, serta
menjalankan hukum Islam terutama di bidang perkawinan, perceraian, dan
warisan.

Di bawah kesultanan Islam, karena sultan diakui sebagai penguasa Islam,
lembaga keagamaan mendapatkan pengakuan dan perlindungan penuh. Beberapa
ulama menempati kedudukan yang tinggi dan terlibat dalam beberapa urusan
kenegaraan yang penting. Dalam kedudukannya sebagai penasehat, beberapa
ulama masuk dalam sistem administrasi pemerintahan, antara lain sebagai ketua
Mahkamabh Islam.

Dalam Babad Tanah Jawa diceritakan para wali memainkan peran
penting dalam masalah suksesi. Kekuasaan Sultan Agung dan Sultan Pajang
dilegitimasi oleh Sunan Giri. Sementara itu, lembaga-lembaga aristokrasi oleh
para ulama sering diperkuat dengan hubungan perkawinan serta hadiah-hadiah.
Yang terakhir ini antara lain dengan menjadikan desa yang ditempati beberapa
pesantren besar, karena desa Perdikan terletak jauh dari pusat kerajaan, tempat ini
dapat pula digunakan untuk mengasingkan ulama yang tidak disukai.

Kehadiran ulama di pusat pemerintahan, sangat diperlukan untuk
memberikan identitas keislaman seperti, memimpin upacara keagamaan, mengajar
dan menyelenggarakan peradilan agama. Namun demikian, pada waktu yang
bersamaan, hubungan mereka juga sulit dengan kaum ningrat. Mereka sering
dipandang sebagai ancaman bagi kekuasaan yang ada. Itu sebabnya kekuasaan

mereka dikurangi, mereka diasingkan bahkan (jika dipandang perlu) dihancurkan
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dengan kekerasan bila dinilai menjadi terlalu kuat serta mengancam kekuasaan
raja.

Bagi para kiai situasi yang demikian telah menempatkan penguasa
pemerintahan bukan hanya sebagai sumber kuasa dan kewibawaan, namun juga
sumber malapetaka. Pendapat Benda, seperti yang dikutip oleh Pradjarta
Dirdjosanjoto menyatakan hal ini membenarkan bahwa proses Islamisasi'®! Jawa
untuk waktu yang lama mempunyai arti yang bersifat politis daripada
keagamaan.'%?

Peran kiai di bidang keagamaan tidak dapat dipisahkan dari peran mereka
di bidang politik. Berpusat pada peranannya sebagai guru dan ahli agama, para
kiai seringkali memainkan peran penting dalam berbagai bidang sosial,
kemasyarakatan dan politik. Pandangan bahwa Islam tidak dapat memisahkan
antara agama dan negara ikut mendorong gejala ini. Di lain pihak, sistem sosial di
sekitarnya juga ikut mendukung hal itu.'%

Namun, dalam pandangan Zamaksari Dhofier bahwa, sejak Islam masuk
ke Jawa, para kiai telah menikmati kedudukan sosial yang tinggi. Di bawah

kolonial Belanda, para sultan di Jawa lebih banyak menaruh perhatiannya

101 Menurut Naquib al-Attas, proses Islamisasi di Pulau Jawa meliputi tiga tahapan penting;
pertama, sekitar tahun 1200-1400 Masehi, di mana yurisprudensi atau figh memainkan peranan
besar dalam menafsirkan dan menarik kalangan pribumi untuk masuk ke Islam. Pemeluk Islam
pada tahap ini tidak mesti diikuti oleh implikasi-implikasi rasional dan intelektual dari agama baru
Islam. Konsep-konsep fundamental tentang keesaan Allah masih kabur dalam pikiran masyarakat
pribumi yang bertumpang tindih dengan konsep lama. Kedua, periode sekitar 1400-1700 M, pada
tahap ini peranan besar dalam menafsirkan hukum agama berjalan terus ke arah mistisme dan
metafisika filosofis yang bersifat spiritual dan unsur rasional intelektual seperti teologi rasional
(al-‘ilm al-kalam). Dan ketiga, periode sekitar 1700 M ke atas. Al-Attas mengakui bahwa pada
tahap ketiga ini pengaruh budaya barat cukup dominan. Namun dasar-dasar aqidah keislaman
semacam semangat rasionalitas dan interrasionalitasnya telah menancap kuat. Naquib al-Attas,
Islam dan Sekularisme, Terj., (Bandung: Pustaka Salman, 1981), 252.

102 Pradjarta Dirdjosanjoto, Memelihara Umat Kiai Pesantren-Kiai Langgar (Jakarta: LKIS,
1994), 35.

103 Tbid., 187.



65

terutama pada aspek-aspek politik dari pada kesultanan, dan dalam pengertiannya
yang kongkret membiarkan masalah-masalah Islam oleh para kiai. Dengan
demikian, secara tidak langsung, kebijakan para sultan ini telah memperkuat
pemisahan antara kekuasaan agama dan politik.

Dengan adanya pemisahan yang tidak resmi antara kekuasaan agama dan
kekuasaan politik ini, berarti sultan telah menyerahkan kompetensi dalam bidang
hukum agama ke tangan para kiai sepenuhnya. Sehingga, dengan demikian
memberikan kekuasaan yang sangat luas kepada kiai dalam masyarakat Jawa.
Itulah sebabnya pengaruh mereka sangat kuat. Bersamaan dengan sikap enggan
mereka pada urusan-urusan kenegaraan, maka pengaruh yang besar itu
memberikan pula kekuasaan moral yang luar biasa, dan mempersembahkan
kepada mereka kedudukan sebagai suatu kelompok intelektual yang menonjol. '*4

Sedangkan Menurut al-Ghazali, antara negara dan agama terdapat

hubungan timbal balik. Ghazali mengatakan:
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104 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya
Mengenai Masa Depan Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2011., 56-57.
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Kutipan di atas menjelaskan bahwa dunia diciptakan sebagai bekal untuk

kembali (kepada Allah), agar segala sesuatu bisa dijadikan bekal dapat diperoleh.
Jika manusia memperoleh bekal itu dengan cara yang adil tentunya pasti putus
segala permusuhan dan para fugaha’ menjadi sia-sia. Namun karena manusia
berusaha menggapai dunia dengan syahwat maka lahirlah dari dunia itu segala
bentuk permusuhan, maka itu nyatalah kebutuhan manusia akan sultan/penguasa
yang mengatur kehidupan demi kebaikan manusia, sedangkan sultan
membutuhkan undang-undang yang digunakan untuk mengatur kehidupan
manusia. Maka seorang faqih (ahli fiqih) adalah seseorang yang alim (memahami)
tentang udang-undang kebijakan, metode jalan tengah di antara para manusia yang
berselisih hukum dengan syahwat. Maka dalam pada itu, jadilah seorang fagih
sebagai pendidik dan penunjuk bagi sultan ke beberapa jalan kebijakan dan
pengaturan kehidupan manusia dengan tujuan agar kehidupan manusia di dunia
dapat berjalan dengan teratur. Dan sesungguhnya eksistensi seorang sultan
memiliki korelasi dengan kehidupan beragama meskipun bukan korelasi secara
fisik melainkan korelasi perantara urusan dunia, maka sesungguhnya dunia adalah
ladang bagi akhirat, dan kehidupan beragama tidak akan mencapai kesempurnaan
kecuali dengan kesempurnaan kehidupan dunia. Negara dan agama laksana dua
sisi yang tidak bisa dipisahkan. Agama adalah asal (dasar) sedangkan sultan

adalah penjaganya. Segala sesutu yang tidak memiliki dasar maka pasti roboh,

105 A1-Ghazali, Ihya’ Ulum al-Din, Jilid I (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), 31.
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segala sesuatu yang tidak memiliki penjaga maka pasti akan kalah. Negara dan
keteraturan tidak akan mencapai kesempurnaan kecuali dengan adanya sultan dan
metode memperoleh keteraturan di dalam masalah pemerintahan adalah dengan
figih.

Islam sejak zaman penjajahan memang sudah berpartisipasi dalam
aktifitas yang bersifat politis. Gerakan dan peperangan yang dipelopori oleh Imam
Bonjol dalam perang Paderi, pangeran Diponegoro, perang Aceh dan lain
sebagainya, dapat dijadikan indikator pernyataan di atas. Oleh karena itulah,
kebijakan Belanda terhadap umat muslim selalu membatasi kegiatan-kegiatan
mereka, terutama di bidang politik. Namun, gerakan-gerakan tersebut bersifat
lokal. Hal itu dapat dimaklumi, karena masyarakat Indonesia pada waktu itu
secara politis masih terbelah menjadi beberapa kerajaan, di samping itu
nasionalisme memang belum memasyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, sangat wajar bila para pimpinan Islam tampil sebagai
pengganti para pemimpin politik kuno, terutama di luar Jawa, karena di Jawa,
pimpinan Islam harus bersaing ketat dengan kaum cendekiawan yang
berpendidikan barat dalam memperebutkan tampuk kepemimpinan dalam bidang
politik. 1%

Pada zaman pra-kemerdekaan kiai meneriakkan kemerdekaan melalui
pesantren (pendidikan), lobi kultural dan perang melawan penjajahan, sedangkan
pasca-kemerdekaan mereka terjun ke dunia politik melalui partai politik. Hal ini

dapat dilihat pada pemilu pertama tahun 1955 sampai pemilu terakhir tahun 2004

106 Badri Yatim, Soekarno, Islam dan Nasionalisme (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), 145-146.
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yang lalu. Panggung politik nasional selalu diramaikan dengan para kiai yang
wira-wiri masuk dalam partai politik. Hal ini tentunya semakin menambah meriah
pesta demokrasi lima tahunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan, kiai memiliki
pengikut yang setia seperti fans dalam dunia infotainment. Lebih lanjut, kharisma
kiai selalu dapat menarik simpati konstituen, karena mereka dianggap orang suci
dan doanya selalu makbul (diterima) oleh Tuhan.

Bambang Purwoko, berpendapat, setidaknya ada tiga periode pentas
politik elit agama (kiai) dalam percaturan perpolitikan nasional. Pertama, adalah
periode 1945 sampai dengan periode tahun 1965,107 ketika para politisi dengan
basis agama masih bisa berkiprah secara relatif bebas dalam perpolitikan nasional.
Dalam periode ini para elit agama (kiai) yang menjadi politisi selanjutnya disebut
sebagai politisi Islam, bisa menjadi pelaku aktif atau subyek dari permainan
politik Indonesia.

Kedua, adalah masa-masa di mana politisi Islam lebih berperan sebagai
obyek yang dibelenggu oleh sistem maupun rezim pemerintahan otoriter Orde
Baru'% yang menganggap kekuatan Islam sebagai musuh besar negara dan karena

itu para elitnya harus dikooptasi sedemikian rupa sehingga bisa meminimalisir

107 Pada tahun 1945-1959, setelah proklamasi kemerdekaan, para ulama juga berperan aktif dalam

politik berkenaan dengan maklumat No.X tertanggal 5 November 1945 tentang dibenarkannya
pembentukan partai-partai politik sebagai sarana pelaksanaan demokrasi didalam negara Republik
Indonesia, maka pada tanggal 7-8 November 1945, diadakan kongres umat Islam Indonesia di
Yogyakarta yang dihadiri oleh para ulama, tokoh-tokoh politik, organisasi-organisasi sosial. Abdul
Qadir Jailani, Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia (Surabaya:
Bina Ilmu, 1994), 135.

108 Pada masa orde baru (Orba), peran kiai sebagai pengontrol pemerintah, seperti K.H. Dalari
Umar, K.H. Abdullah Syafe’i, K.H. Noer Ali berhasil mengerahkan masa pemuda Islam untuk
melakukan demonstrasi ke DPR yang sedang membahas rancangan undang-undang perkawinan
yang sebagian pasalnya bertentangan dengan hukum perkawinan Islam. Abdul Qadir Jailani,
Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu,
1994), 135.
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semua potensi perlawanan dan pembangkangan terhadap dominasi negara.
Periode kedua ini berlangsung cukup lama, biasanya dikenal dengan 32 tahun
masa kejayaan Orde Baru antara tahun 1966 sampai dengan 1998.

Ketiga, adalah periode antara tahun 1998-2006 yang ditandai dengan
kembalinya kebebasan untuk mengekspresikan hak-hak politik warga negara
termasuk ekspresi politik para elit Islam. Dalam kurun waktu yang cukup pendek
sejak tahun 1998 kita telah menyaksikan sedemikian banyak peristiwa politik
yang melibatkan para politisi Islam dari berbagai jenis massa. Selama periode
ketiga ini pula kita menyaksikan perilaku dan wajah politik yang ternyata tidak
tunggal, ada yang bopeng tetapi banyak juga yang mulus.'?

Tidak bisa dinafikan bahwa kiai juga memiliki hak untuk berpartisipasi
dalam politik. Era reformasi yang telah membuka kembali kebebasan masyarakat
untuk turut serta dalam berbagai bidang adalah bentuk nyata terbukanya
“gerbang” politik bagi kiai. Hal itu didasarkan juga pada peran politik kiai yang
sejak dahulu memiliki pengaruh yang cukup besar.

Qadir, menjelaskan bahwa secara umum setidaknya ada dua peran yang
dilakukan oleh kiai dalam konstelasi politik. Pertama, peran formal, dalam hal ini
kiai adalah sosok politisi yang telah masuk pada sistem politik. Dengan begitu,
kiai dalam hal ini juga turut serta dalam melaksanakan rencana dan kegiatan
partai, misalnya menjadi dewan perwakilan rakyat, kampanye, rapat kerja dan

Se€macamnya.

10 Bambang Purwoko, “Perilaku Politik Elit Agama dalam Dinamika Politik Lokal”, dalam Focus
Groups Discussion, “Perilaku Elit Politik dan Elit Agama dalam Pilkada di Kabupaten
Kulonprogo”, diselenggarakan oleh LABDA Shalahuddin, JPPR, dan The Asia Foundation,
Yogyakarta, 3 Agustus 20006.
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Kedua, peran nonformal, dalam hal ini kiai lebih berstatus sebagai kiai
namun kemudian juga mereka mencoba mendekati politik itu sendiri. Kiai
semacam ini, secara struktural tidak bisa dikatakan sebagai politisi namun secara
sosial mereka memiliki peran serta dalam lingkaran politik yang berkembang.
Kiai semacam ini yang kemudian sering kali dijadikan kambing hitam oleh para
politisi untuk kepentingan politik mereka.''°

Di masa sekarang, kiai banyak menjadi aktor politik, dalam artian
mayoritas yang memimpin. Hal itu menjadi benar ketika melihat bahwa
perselingkuhan kiai dengan politik dewasa ini semakin dekat. Banyaknya kiai
yang menjadi anggota partai dan kemudian menduduki peranan-peranan penting
di daerah juga akan menjadi sebab dominan perpolitikan kiai ke depan.

Partisipasi kiai dalam politik praktis salah satunya adalah karena
komunikasi politik kiai dirasa sangat efektif ketika berhadapan dengan lingkungan
masyarakat Islam tradisional. Keefektifan komunikasi yang dilakukan oleh kiai
dalam menyampaikan gagasan politiknya tidak dapat dilepaskan dari peran kiai
sebagai seorang yang memiliki otoritas dalam kehidupan masyarakat. Weber
menjelaskan perihal kewenangan (otoritas) pemimpin, mengajukan tipologi
kewenangan sebagai legal (rational) authority, traditional authority, dan

charismatic authority.!!

110 Abdul Qadir Jailani, Peran Ulama dan Santri dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia,
(Surabaya: Bina Ilmu, 1994), 127.

1 Stephen W Littlejohn, Theories of Human Communication, Belmont (California: Wadsworth
Publishing Company, 1992), 226-227. Kepemimpinan rasional merupakan derivasi konstitusi yang
dibangun atas dasar pemikrian rasional, semacam birokrasi. Kepimpinan tradisional merupakan
derivasi tradisi, seperti dalam kerajaan maupun monarkhi konstitusional. Sedangkan pada tipe
kepemimpian kharismatik, kewenangan berdasarkan kualitas tertentu dari seseorang dengan masa
ia ditempatkan terpisah dan diperlakukan sebagai person yang mempunyai kekuatan supranatural,
manusia super atau setidaknya memiliki kualitas kekuasaan yang bersifat luar biasa atau ajaib.
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Selain karena didukung oleh otoritasnya sebagai pemimpin agama,
komunikasi politik kiai juga didukung oleh budaya politik di Indonesia yang
cenderung membentuk hubungan patronase.'!'?

Kiai sebagai pemimpin yang kharismatik!'* sudah umum dikenali
masyarakat. Pengaruh kiai yang kuat "dimanfaatkan" atau menjadi incaran para
politisi untuk mendulang suara. Berbagai taktik dan strategi kampanye politik
yang dijalankan partai politik biasanya tidak melupakan akan arti penting peran
kiai sebagai ““vote getter” terdepan dalam mengumpulkan suara pemilih. Apalagi,
semenjak bergulirnya reformasi banyak partai mengusung azas Islam sebagai

platform dan landasan ideologis partai. Hal ini tampak sejalan dengan aktivitas

kiai yang menyebar luaskan ajaran Islam. Tentu tidak dapat dihindari terjadi

Sejauh kharisma dapat dilihat seseorang, ia terlihat pada kemampuan untuk memproyeksikan
dengan sukses suatu gambaran dirinya sebagai pemimpin yang luar biasa. Herman Sulistyo,
Tranformasi Kepemimpinan Pesantren, dalam Pesantren, edisi No.1/Vol. I11/1986, 18.

12 Khoirudin, Politik Kiai; Polemik Keterlibatan Kiai dalam Politik Praktis, (Malang: Averroes
Press, 2005), 30. James Scott menyebut hubungan patronase sebagai pola hubungan patron-client.
Pola hubungan patronase bersifat individual. Antara dua individu, yaitu antara si Patron dan si
Client. Hubungan patronase ini merupakan hubungan timbal balik dengan mempertukarkan
sumber daya (exchange of resources) yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Si Patron memiliki
sumber daya yang berupa kekuasaan, kedudukan atau jabatan, perlindungan, perhatian dan rasa
sayang, dan tidak jarang pula sember daya yang berupa materi (harta kekayaan, tanah garapan, dan
uang). Sementara, Client memiliki sumber daya berupa tenaga, dukungan, dan loyalitas. Pola
hubungan patronse akan tetap terpelihara selama masing-masing pihak tetap memiliki sumber daya
tersebut. Gaffar Afan, Politik Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 109.

113 Cakupan wewenang pemimpin kharismatik dipengaruhi oleh indikator-indikator diantaranya:
keyakinan pengikut akan kebenaran kepercayaan pemimpinnya, kesamaan kepercayaan pengikut
dan pemimpinnya, penerimaan tanpa mempertanyakan terhadap diri pemimpin oleh pengikutnya,
kasih sayang pengikut terhadap pemimpinnya, kesediaan untuk patuh terhadap pemimpin oleh
pengikutnya, keterlibatan emosional pengikut dalam misi organisasi, pelaksanaan tujuan yang
memuncak dari pengikut, kepercayaan dari pengikut bahwa mereka mampu memberikan
kontribusi demi suksesnya misi organisasi. Proses pemunculan seorang pemimpin kharismatik
tidak bisa dilepaskan dari situasi lingkungan yang memungkinkan untuk mendukung
pemunculannya. Selain itu, dalam menentukan klasifikasi sifat kharismatik seseorang, diperlukan
bukti bahwa ia menimbulkan emosi yang kuat terhadap para pengikutnya, serta identifikasi
kognitif pada orang tersebut sebagai orang yang luar biasa serta dengan orientasi-orientasinya
yang bersifat deskriptif, normatif, dan perspektif. Herman Sulistyo, Tranformasi Kepemimpinan
Pesantren, dalam Pesantren, edisi No.1/Vol. 111/1986, 20.
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“pemanfaatan” kepemimpinan kiai di pesantren oleh para politisi baik yang
mengusung asas Islam maupun nasionalis (pragmatism).

Perkembangan politik praktis di Indonesia membawa sejumlah kiai terjun
langsung maupun tidak langsung dalam kancah perpolitikan di Tanah Air.
Aspirasi politik kiai dimanfaatkan partai politik di tingkat nasional maupun lokal
dalam setiap pemilu. Dengan demikian, kiai dihadapkan pada dunia politik praktis
yang sarat dengan ketidakpastian dan kepentingan. Tidak ada musuh abadi kecuali
kepentingan abadi.

Dinamika politik itu terasa meningkat, baik yang menyangkut masalah
isu-isu yang ditampilkan dalam masa kampanye pemilu maupun pasca
pelaksanaan pemilu. Kesadaran politik masyarakat dapat diukur dari perilaku
politik santri dalam mengekspresikan dukungannya terhadap partai-partai
kontestan pemilu. Tumbuhnya tingkat kesadaran santri itu tergantung pula dari
sejauhmana orientasi politik kiai dapat mempengaruhi perilaku politik santri.

Perpolitikan kiai dalam sejarahnya tercatat cukup strategis dan berani,
kiai ternyata telah berhasil memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam
berbagai persoalan politik. Di Indonesia, pemikiran politik yang berkembang
dapat dibedakan dalam pemikiran yang berlatar belakang paham ideologi modern,
seperti demokrasi sosial, sosialisme, nasionalisme, komunisme, dan pemikiran
politik yang yang berlatar belakang tradisionalisme Islam.!'*

Berdirinya organisasi tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan untuk

meningkatkan kesejahteraan umat Islam dan memberikan pendidikan politik bagi

114 Muhammad Hari Zamharir, Agama dan Negara Analisis Kritis Pemikiran Politik Nur Kholis
Madjid (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), 35.
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umat Islam supaya mereka mengerti dan memperjuangkan hak-hak mereka. Ada
juga organisasi yang berdiri dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengadakan
pembaruan pemikiran keagamaan dalam Islam, sepeti Muhamadiyah dan Persis
gerakan organisasi modern ini akhirnya mendapat respons dari kalangan tradisi
untuk mempertahankan pendirian mereka dengan mendirikan NU dan PERTI.!'!®

Politik yang membawa nama besar seorang kiai sudah menjadi budaya
begitu kental, meski sudah ada batasan bahwa kiai hanya bertugas mengurus umat
dan tidak mau terlibat kedalam politik praktis, keberadaan kharismanya masih
dimanfaatkan untuk kepentingan politik. Setelah menjadi pemimpin, budaya
sungkem terhadap kiai tidak pernah ditinggalkan, hal ini rupanya untuk
melatenkan kekuasaan, agar dukungan dari kiai tidak lepas, berapa upayapun
dilakukan. Bahkan lawan politik tidak jarang yang mempengaruhi kiai untuk
mengalihkan dukungannya.''®

Contoh paling jelas mengenai partisipasi kiai dalam politik, dapat dilihat
pada Nahdatul Ulama (NU). Meskipun didirikan sebagai organisasi yang bergerak
dalam bidang sosial keagamaan, dalam perjalanan sejarahnya NU sempat menjadi
partai politik. Selama menjadi partai politik, para ulama itu pun ikut berkubang
dalam pergulatan politik praktis di panggung politik dan kekuasaan di negeri ini.
Setelah menyatakan kembali ke khittah 1926, secara organisasional, NU tidak lagi
berperan dan memainkan diri sebagai organisasi politik.

NU didirikan pada tahun 1926 sebagai organisasi sosial keagamaan.

Orientasi ini dalam dataran praktis sedikit mulai bergeser ketika Masyumi

115 Myhammad Igbal dan Amin Husein Nasution, Pemikiran Politik Islam (Jakarta: Kencana,
2010), 254.
116 Tbid., 254
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didirikan, yaitu pada zaman penjajahan Jepang karena NU menjadi salah satu
kekuatan di dalam Masyumi, sedangkan organisasi yang berusaha
mengakomodasi seluruh kekuatan “Islam santri” ini sebagai organisasi politik.
Namun demikian, secara formal, NU belum menegaskan identitas politiknya.
Baru pada tahun 1952, ketika keluar dari Masyumi, NU secara tegas menyatakan
sebagai organisasi politik (partai politk). '’

Kurun waktu 1952-1967 merupakan giat-giatnya NU berpolitik, dalam
rentang 70 tahun sejarahnya, selama kurun waktu inilah NU paling banyak
melibatkan dirinya dalam kegiatan politik untuk mencapai tujuannya di bidang
agama sosial dan ekonomi. Masa ini juga merupakan periode paling menyolok
dalam hal tingkat keterlibatan dan pengaruh NU dalam percaturan politik
nasional.!!®

Organisasi yang didirikan oleh sekelompok ulama berbasis di pesantren
ini'" mengalami perubahan identitas dari organisasi keagamaan menjadi
organisasi politik, menurut pemikiran awal para tokohnya pada waktu itu
dipandang sebagai kemajuan yang sangat pesat. Minimalnya ada dinamika objek
pemikiran dan tindakan dari sekedar berkutat dengan masalah-masalah
kemasyarakatan berkembang menjadi hal-hal yang Dberkaitan dengan
kebijaksanaan pemerintah. Apalagi realitanya dalam dua kali pemilihan umum
(1955 dan 1971), NU benar-benar berhasil mewujudkan potensinya yang

sebelumnya dianggap remeh oleh Masyumi. Pada pemilu 1955 NU berhasil

17 Muzammil Qomar, NU ‘Liberal’: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam
(Bandung: Mizan, 2002), 135.

118 Greg Fialy, ljtihad Politik Ulama’: Sejarah NU 1955-1967 (Y ogyakarta: LKIS, 2003), 1.

119 Martin Van Bruinessen, Rakyat kecil, Islam dan Politik (Yogyakarta: Yayasan Bentangbudaya,
1999), 170.
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menempati peringkat ketiga dan pemilu 1971 NU berhasil menjadi runner up
setelah Golkar.

Pada Muktamar NU ke-26 di Semarang, NU berubah dari partai politik
menjadi organisasi keagamaan. Namun, ketika itu, ada yang ingin membawa NU
tetap bergerak di bidang politik, ada yang ingin bergerak di bidang keagamaan
karena kembali ke Jam‘iyyah al-Diniyyah dan ada pula yang menginginkan NU
memainkan dua peran sekaligus, yaitu berpolitik dan bergerak dalam bidang
keagamaan.

Baru pada Muktamar NU ke-27 di pesantren Salafiyah Syafi’iyah
Sukorejo Situbondo, memutuskan NU kembali menjadi Organisasi keagamaan.
NU memutuskan untuk tidak lagi berkiprah sebagai organisasi politik praktis
meskipun sebenarnya sejak 1973 sudah melepaskan aktivitas politik praktisnya.
Kembalinya NU dari organisasi politik menjadi organisasi sosial keagamaan
seperti pada saat didirikannya disebut dengan istilah Khittoh NU 1926 atau
Khittoh NU °26.12

Sejarah panjang tersebut memberikan pemahaman bahwa relasi antara
politik dan kiai nyaris tidak terpisahkan. Beragam asumsi menilai relasi itu, ada
yang mendukung namun ada pula yang mencibir atau bahkan menggugatnya.
Bagaimanapun relasi antara kiai dan dunia politik dalam kehidupan politik di
Indonesia tetap menjadi hal yang menarik. Hal ini juga membuktikan bahwa kiai

memiliki peran yang sangat besar dalam percaturan perpolitikan di Nusantara.

120 Muzammil Qomar, NU ‘Liberal’: Dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme Islam
(Bandung: Mizan, 2002), 135-137.
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5. Akar Historis Pesantren di Indonesia

Awal munculnya Pesantren, terhitung sejak berdirinya senantiasa -
berupaya - berdialog dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Kedudukannya
yang mengakar di tengah-tengah masyarakat inilah tidak memungkinkan
pesantren untuk tampil terisolir apalagi bersifat ekslusif.

Filosofi lahirnya pesantren menurut sementara kalangan, sama persis
seperti filosofi wujudnya pasar sebagai tempat jual-beli, para pembeli dan penjual
tidak dapat begitu saja “dipaksa” menempati pasar tersebut. Namun interaksi
antara pembeli dan penjual itu sendiri yang menciptakan tempat, yang disebut
pasar. Gambaran seperti itulah yang semula melahirkan pesantren. Ini cermin
intensifnya dialog antara pesantren dengan lingkungannya.

Dalam catatan sejarah, setidaknya ada dua hal yang mendukung
terciptanya fenomena dialogis antara pesantren dengan masyarakat. Pertama,
karena tempat dan kedudukannya berada di tengah-tengah masyarakat. Kedua,
pendirian pesantren itu berasal dari karsa masyarakat yang memang
membutuhkan kehadirannya.'?! Dengan adanya “dialog” yang intens antara
pesantren dan masyarakat semacam ini, menjadikan lembaga ini sangat mengerti
denyut nadi dan problema kehidupan yang dihadapi masyarakatnya. Kondisi ini
selanjutnya berdampak pada pemikiran dan sikap beragama yang berkembang di
pesantren yang cenderung terbuka, moderat dan toleran.

Dalam perspektif sejarah, sikap toleransi selama ini ditujukan dunia

pesantren berakar dari tradisi yang dikembangkan Wali Songo, para ulama

12 Sahal Mahfud, Nuansa Figih Sosial (Yogyakarta: LKIS, 1994), 349-350.



77

penyebar Islam pertama di Jawa dan penggagas tradisi pesantren. Sukses besar
Wali Songo dalam menyebarkan Islam karena dilakukan secara damai, santun,
memberikan teladan yang baik dan karena sikap yang toleran selama tidak
bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Sejumlah tradisi rakyat bahkan
dijadikan media dalam proses Islamisasi.'?*> Strategi Wali Songo ini selanjutnya
menjadi model penyebaran Islam yang dilakukan pesantren.

Dalam pandangan Abdurrahman Mas’ud, dunia pesantren memiliki dua
figur ulama sebagai model (uswah) dalam memahami, menerapkan, dan
menyebarkan ajaran Islam. Pertama, figur universal, yakni Nabi Muhammad
SAW. sebagai pembawa risalah Islam, sebagai insan kamil, sebagai uswatun
hasanah utama dalam segala hal. Kedua, figur lokal, yakni Wali Songo. Karena
itu, cukup beralasan apabila Abdurrahman Mas’ud menyatakan bahwa sejak dulu
hingga kini, tradisi pesantren selalu berada dalam bayang-bayang Wali Songo.'?

Ada dua versi pendapat mengenai asal-usul dan latar belakang berdirinya
pesantren di Indonesia. Pertama, pendapat yang menyebutkan bahwa pesantren
berakar dari tradisi Islam sendiri yaitu tradisi tarekat yang mengadakan ribat.
Pesantren mempunyai kaitan yang erat dengan tempat pendidikan yang khas bagi
kaum sufi. Pendapat ini berdasarkan fakta bahwa penyiaran Islam di Indonesia
pada awalnya lebih banyak dikenal dalam bentuk kegiatan tarekat. Hal ini ditandai
dengan terbentuknya kelompok-kelompok organisasi tarekat yang melaksanakan

amalan-amalan dhikir dan wirid. Pemimpin tarekat ini disebut dengan kiai yang

122 Alwi Sihab, Islam Sufistik “Islam Pertama™ dan Pengaruhnya hingga Kini di Indonesia
(Bandung: Mizan, 2001), 40-44.

123 Abdurrahman Mas’ud, Intelektual Pesantren, Perhelatan Agama dan Tradisi (Yogyakarta:
LKIS, 2004), 39.
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mewajibkannya anggota-anggotanya untuk melakukan suluk selama empat puluh
hari dalam satu tahun dengan cara tinggal bersama-sama anggota tarekat dalam
sebuah masjid untuk melakukan ibadah-ibadah yang dibimbing oleh kiai. Untuk
keperluan ini kiai menyediakan tempat atau ruangan-ruangan khusus untuk
penginapan dan tempat memasak yang bertempat di kiri-kanan masjid. Disamping
mengajukan amalan-amalan tarekat, para pengikut itu juga diajarkan kitab-kitab
agama dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam. Aktivitas yang dilakukan
oleh pengikut tarekat ini kemudian dinamakan pengajian. Dalam perkembangan
selanjutnya lembaga pengajian ini tumbuh dan berkembang menjadi lembaga
pesantren. Kedua, pesantren yang kita kenal sekarang ini pada mulanya
merupakan pengambilalihan dari sistem pesantren yang diadakan oleh orang-
orang Hindu di Nusantara. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa jauh sebelum
Islam datang ke Indonesia, lembaga pesantren sudah ada di negeri ini. Pendidikan
pesantren pada masa itu dimaksudkan sebagai tempat mengajarkan agama Hindu
dan tempat membina kader penyebar agama Hindu. Tradisi penghormatan murid
terhadap guru yang pola hubungan antara keduanya tidak didasarkan pada hal-hal
yang sifatnya materi juga bersumber dari tradisi Hindu.

Fakta lain yang menunjukkan bahwa pesantren bukan berasal dari tradisi
Islam adalah tidak ditemukannya lembaga pesantren di negara-negara Islam
lainnya, sementara lembaga serupa dengan pesantren banyak ditemukan di dalam

masyarakat Hindu dan Budha, seperti India, Myanmar dan Thailand.!**

124 Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hauve, 1997), 100-
101.
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Banyak penulis tentang pesantren tidak memperoleh keterangan secara
pasti tentang keberadaan yang pertama kali ada, di mana dan siapa pendirinya.
Mochtar Effendy, menyatakan bahwa pesantren sudah ada semenjak awal abad
ke-13 di Indonesia, di mana para da’i dahulu mengajarkan agama Islam.!?’

Pigeaud dan De Graaf, menyatakan bahwa pesantren merupakan jenis
pusat studi Islam terpenting setelah keberadaan masjid. Pada awal periode abad
ke-16 mereka menyangka bahwa pesantren merupakan sebuah komunitas
independen yang tempatnya jauh berada di pegunungan, dan berasal dari lembaga
sejenis zaman pra Islam, mandala dan asrama. Tapi hal ini diragukan oleh Martin
Van Bruinessen. Dia menyatakan bahwa pesantren pada awalnya merupakan
ekstrapolasi dari hasil pengamatan akhir abad ke-19. Memang terdapat indikasi
bahwa tempat pertapaan pra Islam tetap bertahan beberapa waktu setelah pulau
Jawa dilslamkan. Bahkan tempat pertapaan yang baru terus bermunculan. Namun
tidak jelas, apakah semasa itu merupakan lembaga pendidikan tempat pengajaran
testual berlangsung atau bukan.'?°

Martin Van Bruinessen cenderung berpandangan bahwa pesantren belum
ada sebelum abad ke-18, melainkan hanya guru yang mengajarkan Islam di masjid
atau di istana dan ahli tasawuf serta magic yang berpusat di tempat pertapaan atau
di dekat makan keramat. Dan ada kemungkinan sebagian dari pesantren
berkembang dari tempat-tempat ini, namun kemunculannya baru ada pada periode

belakangan ini.

125 Penyusun Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van Hauve, 1997), 491.
126 Maritin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat (Jakarta: Mizan, 1995), 15-16.
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Ada juga yang berpendapat bahwa pesantren ada sejak abad ke 15. hal ini
bisa dibuktikan dari adanya sejarah pondok pesantren Gelagah Arum yang
didirikan oleh Raden Patah (raja Demak) tepatnya pada tahun 1476.'2" Lain lagi
dengan hasil pendataan yang dilakukan oleh Departemen Agama yang menyebut
pada tahun 1984-1985 diperoleh keterangan bahwa pesantren tertua didirikan pada
tahun 1906 di Pamekasan Madura, dengan nama Pesantren Jan Tampes II. Akan
tetapi hal ini masih diragukan lagi oleh Martin Van Bruinessen sebab dengan
adanya Pesantren Jan Tampes II tentunya akibat dari adanya Pesantren Jan
Tampes I yang lebih tua.!?®

Bahkan dikatakan pesantren yang tertua di Pamekasan adalah pesantren
Bere’ Leke Panggung Toronan Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan
Pamekasan yang berdiri sekitar abad 16 dan pesantren Sumber Anyar Larangan
Tokol Kecamatan Tlanakan Pamekasan yang berdiri sekitar tahun 1515.'%°

Menarik untuk mengupas masalah pesantren ini lebih mendalam; karena
memang unsur-unsur yang mengkonstruk pesantren lebih kompleks dibanding
lembga pendidikan Islam lainnya.

6. Definisi Pesantren

Perkataan santri berasal dari kata sastri.'** Yang dengan awalan pe dan

akhiran an berarti tempat tingal para santri. Jhons, berpendapat bahwa istilah

127 Maritin Van Bruinessen, Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat (Jakarta: Mizan, 1995), 26-27.
128 Fahrurrozi, Pesantren Modern dan Masyarakat Madani (Refleksi Atas Pendidikan Pesantren
Sistem Mu’allimin) Reflektika, Vol. I (September 2002), 2.

129 Mohammad Kosim, Pondok Pesantren di Pamekasan (Pertumbuhan dan Perkembangan)
(Pamekasan: STAIN Pamekasan, 2002), 8.

130 Dalam penelitiannya, Clifford Geertz berpendapat, kata santri mempunyai arti luas dan sempit.
Dalam arti santri adalah seorang murid satu sekolah agama yang disebut pondok atau pesantren.
Oleh sebab itulah perkataan pesantren diambil dari perkataan santri yang berarti tempat untuk para
santi. Dalam arti luas dan umum santri adalah bagian penduduk Jawa yang memeluk Islam secara
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santri berasal dari bahasa Tamil yang berarti “Guru ngaji”.'"*! Sementara menurut
Geertz, pengertian pesantren diturunkan berasal dari bahasa India Shastri yang
berarti ilmuan Hindu yang pandai tulis menulis. Maksudnya pesantren adalah
tempat bagi orang orang membaca dan menulis. Geertz menganggap pesantren
dimodifikasi dari Pure Hindu.'3

Sedangkan C.C. Berg berpendapat bahwa istilah tersebut berasal dari
istilah shastri yang berarti dalam bahasa India orang yang tahu buku buku suci
agama Hindu atau seorang sarjana ahli kitab agama Hindu. Kata shastri berasal
dari kata shastra yang berarti buku-buku suci, buku-buku agama atau buku-buku
ilmu pengetahuan.'*3

Menurut Nurcholis Majid, kata santri dapat dilihat dari dua pendapat.
Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa santri berasal dari perkataan sastri,
sebuah kata dari bahasa Sansekerta yang artinya melek huruf. Pendapat ini
menurutnya seperti didasarkan atas kaum santri bagi orang Jawa yang berusaha
mendalami agama melalui kitab-kitab bertulisan dan berbahasa arab. Kedua,
pendapat yang mengatakan bahwa kata santri sesungguhnya berasal dari bahasa
Jawa, dari kata cantrik yaitu seseorang yang selalu mengikuti seorang guru

kemana guru itu menetap. '3

benar benar, bersembahyang dan aktivitas lainnya. Lihat Yasmadi, Modernisasi Pesantren Kritik
Nur Kholis Majid terhadap Pendidikan Islam Tradisional (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), 61.
131 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya
Mengenai Masa Depan Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2011., 18.

132 Fahrurrozi, Pesantren Modern dan Masyarakat Madani (Refleksi Atas Pendidikan Pesantren
Sistem Mu’allimin) Reflektika, September 2002 Vol. I, 2.

133 Dhofir, Tradisi Pesantren..., 18. Lihat juga Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Cet. 4 (Jakarta:
Ikhtiyar Baru Van Hauve, 1997), 99.

134 Nurkholis Majid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan (Jakarta: Paramadina, 1997),
20-21. di sini juga dikatakan bahwa istilah cantrik dapat dilihat sekarang misalnya seseorang yang
hendak memeperoleh kepandaian dalam pewayangan. Dalam hal ini biasanya ia disebut “Dayang
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Di Indonesia istilah pesantren lebih populer dengan sebutan pondok
pesantren, lain halnya dengan pesantren, pondok berasal dari bahasa Arab
funduqun yang berarti hotel, asrama, rumah dan tempat tinggal sederhana.

Pengertian pesantren di atas, mengindikasikan bahwa secara kultural
pesantren lahir dari budaya Indonesia. Dari sinilah barang kali Nurkholis Madjid
berpendapat, secara historis pesantren tidak hanya mengandung makna kelslaman,
tetapi makna keaslian Indonesia, sebab memang cikal bakal lembaga pesantren
sebenarnya sudah ada pada masa Hindu-Budha, dan Islam tinggal meneruskan,
melestarikan dan mengislamkannya.!*>

Pendapat serupa juga dapat dilihat dalam penelitian Karel A. Stenbrink.
Dia mengatakan bahwa secara terminologis dijelaskan bahwa pendidikan
pesantren, di lihat dari bentuk dan sistemnya berasal dari India. Sebelum proses
penyebaran Islam di Indonesia, sistem tersebut telah dipergunakan secara umum
untuk pendidikan dan pengajaran agama Hindu di Jawa. Setelah Islam masuk dan
tersebar di Jawa, sistem tersebut kemudian diambil oleh Islam.'3¢
7. Elemen Pesantren

Pondok, masjid, santri, pengajaran kitab-kitab Islam klasik dan kiai
merupakan lima elemen dasar dari tradisi pesantren. Ini berarti bahwa suatu
lembaga yang telah berkembang hingga memiliki kelima elemen tersebut, akan

berubah setatusnya menjadi pesantren.

Cantrik” meskipun kadang-kadang jua disebut “Dalang Magang”. Pola hubungan “guru cantrik”
itu kemudian diteruskan dalam masa silam. Pada evolusi selanjutnya “guru cantrik” menjadi “guru
santri”.

135 Yasmadi, Islamisasi Pesantren. Kritik Nur Kholis Madjid terhadap Pendidikan Islam
Tradisional (Ciputat: Quantum Teaching), 62.

136 Karel A. Stenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah, Pendidikan Islam dalam Kurun Modern.
Terjemahan Karel A. Stenbrink dan Abdurrahman (Jakarta: LP3ES, 1994), 20-21.
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Lima elemen dasar dari pesantren tersebut adalah sebagai berikut:
a. Pondok

Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam
tradisional yang para siswanya tinggal bersama dan belajar di bawah bimbingan
seorang (atau lebih) guru yang lebih dikenal dengan sebutan kiai. Asrama untuk
para siswa tersebut berada dalam lingkungan komplek pesantren di mana kiai
bertempat tinggal yang juga menyediakan sebuah masjid untuk beribadah, ruang
belajar, dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain. Komplek pesantren ini
biasanya dikelilingi dengan tembok untuk dapat mengawasi keluar dan masuknya
para santri sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pada kebanyakan pesantren, dahulu seluruh komplek merupakan milik
kiai, tetapi sekarang kebanyakan pesantren tidak semata-mata dianggap milik kiai
saja, melainkan milik masyarakat. Hal ini disebabkan para kiai sekarang
memperoleh sumber-sumber keuangan untuk mengongkosi pembiayaan dan
pengembangan pesantren dari masyarakat. Banyak pula komplek pesantren yang
kini sudah berstatus wakaf, baik wakaf yang diberikan kiai yang terdahulu
maupun wakaf berasal dari orang-orang kaya. Walaupun demikian, para kiai
masih tetap mempunyai kekuasaan mutlak atas komplek pesantren tersebut.

Para penyumbang sendiri beranggapan bahwa para kiai berhak
memperoleh dana dari masyarakat, dan dana tersebut dianggap sebagai milik
Tuhan, dan para kiai diakui sebagai institusi ataupun pribadi dengan nama Tuhan
mengurus dana-dana masyarakat tersebut. Dalam praktek memang jarang sekali

diperlukan campur tangan masyarakat dalam pengurusan dana-dana tersebut.
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Ada dua alasan utama dalam hal perubahan sistem kepemilikan
pesantren. Pertama, dulu pesantren tidak memerlukan pembiayaan yang besar,
baik karena jumlah santrinya tidak banyak, maupun karena kebutuhan akan jenis
dan jumlah alat-alat bangunan dan lain-lainnya relatif sangat kecil. Kedua, baik
kiainya maupun tenaga-tenaga pendidik yang membantunya, merupakan bagian
dari kelompok mampu di pedesaan, dengan demikian, mereka dapat membiayai
sendiri baik kebutuhan kehidupannya maupun kebutuhan peyelenggaraan
kehidupan pesantren. Hal ini tidak berarti bahwa semua kiai dilahirkan kaya.
Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kiai harus berjuang keras dari bawah
untuk mengembangkan pesantrennya.

Pondok, asrama bagi para santri, merupakan ciri khas tradisi pesantren,
yang membedakannya dengan sistem pendidikan tradisional di masjid-masjid
yang berkembang di kebanyakan wilayah Islam di negara-negara lain. Bahkan
sistem asrama ini pula yang membedakan pesantren dengan sistem pendidikan
surau di daerah Minangkabau.

Ada tiga alasan utama kenapa pesantren harus menyediakan asrama bagi
para santri. Pertama, kemasyhuran seorang kiai dan kedalaman pengetahuannya
tentang Islam menarik santri-santri dari jauh. Untuk dapat menggali ilmu dari kiai
tersebut secara teratur dalam waktu lama, para santri tersebut harus meninggalkan
kampung halamannya dan menetap di dekat kediaman kiai. Kedua, hampir semua
pesantren berada di desa-desa tidak tersedia perumahan (akomodasi) cukup untuk
dapat menampung santri-santri; dengan demikian perlulah adanya suatu asrama

khusus bagi santri.
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Ketiga, ada sikap timbal balik antara kiai dan santri, para santri
menganggap kiainya seolah-olah sebagai bapaknya sendiri, sedangkan kiai
menganggap para santri sebagai titipan Tuhan yang harus senantiasa dilindungi.
Sikap timbal balik ini menimbulkan keakraban dan kebutuhan untuk saling
berdekatan terus menerus. Sikap ini juga menimbulkan perasaan tanggung jawab
di pihak kiai untuk dapat menyediakan tempat tinggal bagi para santri, disamping
itu di pihak santri tumbuh perasaan pengabdian kepada kiainya.'?’

b. Masjid

Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren
dan dianggap sebagai tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri,
terutama dalam praktek sholat Jum’at, dan pengajaran kitab-kitab Islam klasik.

Kedudukan masjid sebagai pusat pendidikan dalam tradisi pesantren
merupakan manifestasi universalisme dari sistem pendidikan Islam tradisional.
Dengan kata lain kesinambungan sistem pendidikan Islam yang berpusat pada
masjid sejak masjid al-Quba didirikan dekat Madinah pada masa Nabi
Muhammad saw. tetap terpancar dalam sistem pesantren. Sejak zaman nabi,
masjid telah menjadi pusat pendidikan Islam. Di manapun kaum muslimin berada
mereka selalu menggunakan masjid sebagai tempat pertemuan, pusat pendidikan,
aktivitas administrasi, dan kultural. Hal ini telah berlangsung selama 13 abad.

Lembaga-lembaga pesantren di Jawa memelihara terus tradisi ini. Para
kiai selalu mengajar murid-muridnya di masjid dan menganggap masjid tempat

yang paling tepat untuk menanamkan disiplin para murid dalam mengerjakan

137 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya
Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), 44-47.
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kewajiban shalat lima waktu, memperoleh pengetahuan agama dan kewajiban
agama yang lain.

Seorang kiai yang ingin mengembangkan sebuah pesantren, biasanya
pertama -tama akan mendirikan masjid di dekat rumahnya. Langkah ini biasanya
diambil atas perintah gurunya yang telah menilai bahwa ia akan sanggup
memimpin sebuah pesantren.'®
c. Pengajaran Kitab-Kitab Islam Klasik

Pada masa lalu, pengajaran kitab-kitab Islam klasik, terutama karangan-
karangan ulama yang menganut faham shafi‘iyah, merupakan satu-satunya
pengajaran formal yang diberikan dalam lingkungan pesantren. Tujuan utama
pengajaran ini adalah untuk mendidik calon-calon ulama. Para santri yang tinggal
di pesantren untuk jangka waktu pendek (misalnya kurang dari satu tahun) dan
tidak bercita-cita menjadi ulama, mempunyai tujuan mencari pengalaman dalam
hal pendalaman perasaan keagamaan. Kebiasaan seperti ini terlebih-lebih dijalani
pada waktu bulan Ramadhan, para santri yang tinggal sementara ini janganlah kita
samakan dengan para santri yang tinggal bertahun-tahun di pesantren tujuan
utamanya adalah untuk menguasai berbagi cabang pengetahuan Islam.

Para santri yang bercita-cita ingin menjadi ulama, mengembangkan
keahliannya dalam bahasa arab melalui sistem sorogan dalam pengajian sebelum
mereka pergi ke pesantren untuk mengikuti sistem bandongan. Kebanyakan
sarjana keliru menyamakan lembaga-lembaga pesantren sebagai sekolah belajar

membaca al-Qur’an. Dalam struktur pendidikan Islan tradisional di Jawa,

138 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya
Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), 49.
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pengajaran pembacaan al-Qur’an diberikan dalam pengajian dan merupakan dasar
dari pendidikan awal. Walaupun memang benar pesantren-pesantren kecil
mengajari pembacaan al-Qur’an; namun pengajaran ini bukan tujuan utama sistem
pendidikan pesanten. Kebanyakan pesantren sekarang ini secara formal
menentukan syarat bahwa para calon santri harus sudah menguasai pembacaan al-
Qur’an.

Kebanyakan pesantren memasukkan pengajaran pengetahuan umum
sebagai suatu bagian penting dalam pendidikan pesantren, namun pengajaran
kitab-kitab Islam klasik tetap diberikan sebagai upaya meneruskan tujuan utama
pesantren mendidik calon-calon ulama yang setia pada faham Islam tradisional.'*
d. Santri

Menurut pemahaman yang dipakai dalam lingkungan orang-orang
pesantren, seorang alim hanya disebut sebagai kiai bilamana memiliki pesantren
dan santri yang tinggal dalam pesantren tersebut untuk mempelajari kitab-kitab
Islam klasik. Oleh karena itu, santri merupakan elemen penting dalam suatu
lembaga pesantren. Walaupun demikian, menurut tradisi pesantren terdapat dua
kelompok santri:

1) Santri mukim

Yaitu murid-murid yang berasal dari daerah yang jauh dan menetap
dalam kelompok pesantren. Santri mukim yang paling lama tinggal di pesantren
tersebut biasanya merupakan satu kelompok tersendiri yang memegang tanggung

jawab mengurusi kepentingan pesantren schari-hari. Mereka juga memikul

139 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya
Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), 50.
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tanggung jawab mengajar santri-santri muda tentang kitab-kitab dasar dan
menengah. Dalam sebuah pesantren yang besar dan masyhur terdapat putra-putra
kiai dari pesantren-pesantren lain yang belajar di sana.
2) Santri kalong

Yaitu murid murid yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren,
yang biasanya tidak menetap dalam pesantren. Untuk mengikuti pelajarannya di
pesantren, mereka bolak-balik (nglojo:Jawa, nyolok:Madura) dari rumahnya.
Biasanya perbedaan antara pesantren besar dan pesantren kecil dapat dilihat dari
komposisi santri kalong. Semakin besar sebuah pesantren, akan semakin besar
jumlah santri mukimnya. Dengan kata lain, pesantren kecil akan memiliki lebih
bayak santri kalong daripada santri mukim.
e. Kiai

Kiai merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. la
sering kali merupakan pendirinya. Sudah sewajarnya bahwa pertumbuhan sebuah
pesantren semata-mata bergantung kepada kemampuan pribadi kiainya.'*’
8. Metode Pembelajaran Pesantren

Kegiatan belajar mengajar yang interaktif terjadi antara santri sebagai
peserta didik (muta‘allim) dan kiai atau ustad di pesantren sebagai pendidik
(mu‘allim) yang diatur berdasar kurikulum yang telah disusun dalam rangka
mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian yang dimaksud dengan metode
pembelajaran adalah cara-cara yang selalu ditempuh dalam kegiatan belajar

mengajar antara santri dan kiai untuk mencapai tujuan tertentu.

140 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya
Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011),55.
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Metode pembelajaran di pesantren ada yang bersifat tradisional, yaitu
metode pembelajaran yang diselenggarakan menurut kebiasaan-kebiasaan yang
telah lama dipergunakan pada institusi pesantren atau merupakan metode
pembelajaran asli (original) pesantren. Ada pula metode pembelajaran yang
bersifat baru (modern, tajdid). Metode pembelajran yang bersifat baru merupakan
metode pembelajaran  hasil pembaharuan kalangan pesantren dengan
mengintrodusir metode metode yang berkembang di masyarkat modern.
Walaupun tidak pasti, penerapan metode baru juga diikuti dengan pegambilan
sistem baru, yaitu sistem seklah klasikal. Pesantren, telah mengenal sistem
klasikal, tetapi tidak dengan batas-batas fisik yang lebih tegas seperti pada sistem
klasikal yang diterapkan di sekolah atau madrasah modern.'#!

Jika yang dimaksud dengan kurikulum sebagaimana halnya lembaga
pendidikan formal, dapat dikatakan bahwa pondok pesantren tidak memiliki
kurikulum. Namun sesungguhnya, jika yang dimaksud sebagai manhaj (arah
pembelajaran tertentu), maka pondok pesantren tentu memiliki “kurikulum”
melalui funun kitab-kitab yang diajarkan pada para santri.

Dalam pembelajaran yang diberikan oleh pondok pesantren kepada
santrinya, sesungguhnya pondok pesantren mempergunakan suatu bentuk
kurikulum tertentu yang telah lama dipergunakan; yaitu dengan sistem pengajaran
tuntas kitab yang dipelajari kitab yang berlandaskan pada kitab pegangan yang
dijadikan rujukan utama pondok pesantren tersebut untuk masing-masing bidang

studi yang berbeda. Sehingga, akhir sistem pembelajaran yang diberikan pondok

141 Maksum, Pra Pembelajaran di Pesantren (Direktorat Jendral Kelembagaan Islam: t.p., 2003),
73-74.
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pesantren bersandar pada tamatnya buku atau kitab yang dipelajari, bukan pada
pemahaman secara tuntas untuk suatu topik (mawdu’i).

Penamaan batas penjenjangan bermacam-macam. Ada yang
mempergunakan istilah marhalah, sanah dan lainnya. Bahkan ada pula yang
bertingkat seperti madrasah formal, Ibtida’iyyah, Tsanawiyyah dan *Aliyyah.

Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai cara-cara yang
dipergunakan untuk menyampaikan ajaran sampai ke tujuan. Dalam kaitannya
dengan pondok pesantren, metode pengajaran adalah yang terdapat dalam kitab
klasik atau kitab rujukan atau referensi yang dipergunkan oleh pondok pesantren
tersebut. Pemahaman terhadap teks-teks ajaran tersebut dapat dicapai melalui
metode pembelajaran tertentu yang biasa digunakan oleh pondok pesantren telah
diperkenalkan dan diterapkan beberapa metode: weton atau bandongan, sorogan
dan hafalan (tahfidh). Di beberapa pondok pesantren dikenal metode munadarah.
Metode-metode ini dapat diterapkan dalam klasikal maupun non-klasikal.

Di antara metode yang banyak diterapkan oleh pesantren-pesantren
dimaksud, antara lain:

a. Metode Wetonan atau Bandongan

Metode weton atau bandongan adalah cara penyampaian ajaran kitab
kuning seorang guru, kiai atau ustad membacakan dan menjelaskan isi ajaran
kitab kuning tersebut, sementara santri, murid atau siswa mendengarkan,
memaknai dan menerima. Dalam metode ini, guru berperan aktif, sementara

murid bersikap pasif.
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b. Metode Sorogan

Dalam metode sorogan, sebaliknya, santri yang menyodorkan kitab
(sorog) akan dibahas dan sang guru mendengarkan, setelah itu beliau memberikan
komentar dan bimbingan yang dianggap perlu bagi santri. Tetapi pada kedua
metode ini, belum ada atau belum terjadi dialog antara murid dan guru. Kedua
metode inipun sama-sama memiliki ciri-ciri pada pendekatan yang sangat kuat
pada pemahaman tekstual atau literal.

Metode weton dan sorogan dapat bermanfaat ketika jumlah peserta didik
cukup besar dan waktu yang tersedia relatif sedikit, sementara materi yang akan
disampaikan cukup banyak. Memang tidak dapat dipungkiri, metode ini
mengandung beberapa kelemahan di antaranya: tidak terjadinya dialog antara
murid dan guru. Akhirnya daya kreatifitas dan aktifitas murid menjadi lemah.

c. Metode Hafalan

Metode ini telah menjadi ciri yang melekat pada sistem pendidikan
tradisional, termasuk pondok pesantren. Hal ini amat penting pada sistem
keilmuan yang lebih mengutamakan argumen naqli, transmisi dan periwayatan
(normatif), akan tetapi ketika konsep keilmuan lebih menekankan rasionalitas
seperti yang menjadi dasar sistem pendidikan modern, metode hafalan kurang
begitu penting. Sebaliknya yang penting adalah kreatifitas dan kemampuan
mengembangkan pengetahuan yang dimiliki. Memang keberadaan metode hafalan
ini masih perlu dipertahankan, sepanjang berkaitan dengan penggunaan argumen
naqli dan kaidah kaidah umum. Metode ini pun masih relevan untuk diberikan

kepada murid-murid usia anak-anak tingkat dasar dan menengah.
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d. Metode Diskusi

Metode ini berarti penyajian bahan pelajaran yang dilakukan dengan cara
murid atau santri membahasnya secara bersama-sama melalui tukar pendapat
tentang suatu topik atau masalah tertentu yang terdapat dalam kitab kuning.
Dalam kegiatan ini kiai atau guru bertindak sebagai “moderator”. Dengan metode
ini para kiai dan guru diharapkan dapat memacu para santri untuk dapat lebih aktif
dalam belajar. Melalui metode ini akan tumbuh dan berkembang pemikiran-
pemikiran kritis, analitis, dan logis.
e. Sistem Majlis Ta’lim

Metode yang dipergunakan adalah pembelajaran dengan cara ceramah,
biasa disampaikan dalam acara tabligh atau kuliah umum.
9. Dinamika Perkembangan Dunia Pesantren

Lembaga pesantren semakin berkembang secara cepat dengan adanya
sikap non-kooperatif ulama atau kiai terhadap kebijakan ‘politic etis’ pemerintah
kolonial Belanda pada akhir abad ke-19. Sikap non-kooperatif dan silent
opposition para ulama itulah kemudian ditunjukkan dengan mendirikan pesantren
di daerah-daerah yang jauh dari kota, untuk menghindari interfensi pemerintah
kolonial serta memberi kesempatan kepada rakyat yang belum memperoleh
pendidikan. Sampai akhir abad ke-19 tepatnya tahun 1960-an, menurut penelitian
Sartono Karto Djirdjo jumlah pesantren mengalami peledakan yang luar biasa di

Jawa yang diperkirakan mencapai 300 buah.'#?

142 M. Sulton Mashud, dkk, Menejemen Pondok Pesantren (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 1-2.
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Sedangkan berdasarkan data Departemen Agama tahun 1984/1985,
jumlah pesantren di Indonesia pada abad ke-16 sebanyak 613 buah. Demikian
pula berdasarkan laporan pemerintah Hindia Belanda diketahui bahwa pada tahun
1831 di Indonesa ada sejumlah 1.853 buah lembaga pendidikan Islam tradisional
dengan murid 16.556 orang.'*’

Pada paruh kedua abad ke-20 kita mengamati adanya dorongan arus
besar dari pendidikan Barat yang dikembangkan pemerintah Belanda dengan
mengenal sistem sekolah. Di kalangan pemimpin-pemimpin Islam, kenyataan ini
direspon secara positif dengan memperkenalkan sistem pendidikan berkelas dan
berjenjang dengan nama “Madrasah”.!** Namun, perkembangan ini tidak banyak
mempengaruhi keberadaan pesantren, kecuali beberapa pesantren yang mencoba
memasukkan unsur-unsur pendidikan umum ke dalam kurikulum pesantren.

Memasuki 1970-an pesantren mengalami perubahan signifikan,
perubahan dan perkembangan itu bisa ditilik dari dua sudut pandang. Pertama,
pesantren mengalami kuantitas luar biasa dan menakjubkan, baik di wilayah rural
(pedesaan), sub-urban (pinggiran kota), maupun urban (perkotaan). Data
Departemen Agama pada 1977 jumlah pesantren masih sekitar 4.195 buah dengan
jumlah santri sekitar 677.394 orang. Jumlah ini mengalami peningkatan pada
tahun 1985 dengan jumlah 6.239 buah dan santri yang mencapai 1.084.801 orang.

Dua dasawarsa kemudian yaitu tahun 1997 Depag mencatat jumlah
pesantren mengalami kenaikan mencapai 224 % atau 9.388 buah, dan kenaikan

jumlah santri mencapai 261 % atau 1.770.768 orang. Data terakhir Depag tahun

143 Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam Cet. 4 (Jakarta: Ikhtiyar Baru Van
Hauve, 1997), 101.
144 Ibid., 102.



94

2001 menunjukkan jumlah pesantren seluruh Indonesia mencapai 11.312 dengan
santri sebanyak 2.737.805 orang. Jumlah ini meliputi pesantren salafiyah,
tradisional sampai modern.

Perkembangan kedua, menyangkut penyelengaraan pendidikan. Sejak
1970-an bentuk-bentuk pendidikan yang diselenggarakan di pesantren sudah
sangat bervariasi. bentuk-bentuk pendidikan diklarifikasikan menjadi 4 tipe,
yakni:

a. Pesantren yang menyelengarakan pendidikan formal dengan menerapkan
kurikulum nasional, baik hanya memiliki sekolah keagamaan (MI, MTs, MA
dan PTAI) maupun juga memiliki sekolah umum (SD, SMP, SMA dan PT
umum), seperti pesantren Tebuireng Jombang dan pesantren Syafi’iyah
Jakarta.

b. Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan dalam bentuk
madrasah dan mengajarkan ilmu-ilmu umum meski tidak menerapkan
kurikulum nasional seperti pesantren Gontor Ponorogo dan Darul Rahman
Jakarta.

c. Pesantren yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam dalam bentuk
Madrasah Diniyah seperti pesantren Tegal Rejo Magelang.

d. Pesantren hanya menjadi tempat pengajian.'*’

Seiring dengan perkembangan zaman, pesantren-pesantren ada yang
berusaha mengembangkan diri sesuai dengan tuntutan zaman. Oleh karena itu

maka unsur pesantren kini bisa berkembang menjadi bermacam-macam. Sejalan

145 Mashud, M. Sulton, dkk, Menejemen Pondok Pesantren, (Jakarta: Diva Pustaka, 2003), 3-5.



95

dengan tipologi di atas, Departemen Agama RI mengelompokkan pesantren

menjadi empat pola/tipe, yaitu:

a. Pesantren tipe A, yaitu: pesantren yang sangat tradisional. Para santri pada
umumnya tinggal di asrama yang terletak di sekitar rumah kiai. Mereka di
pesantren hanya belajar kitab kuning. Cara pengajarannya pun berjalan di
antara sistem sorogan dan bandogan.

b. Pesantren tipe B, yaitu: pesantren yang memadukan antara mengaji secara
individual (sorogan) tetapi juga menyelenggarakan pendidikan formal yang
ada di bawah Departemen Pendidikan Nasional atau Departemen Agama.
Hanya saja lembaga pendidikan formal itu khusus untuk santri pesantren
tersebut.

c. Pesantren tipe C, hampir sama dengan tipe B tetapi lembaga pendidikannya
terbuka untuk umum.

d. Pesantren tipe D, yaitu: pesantren yang tidak memiliki lembaga pendidikan
formal, tetapi memberikan kesempatan kepada santri untuk belajar pada
jenjang pendidikan formal di luar pesantren.

Dalam pandangan Nurcholis Madjid, pesantren sebagai lembaga
pendidikan Islam tradisional yang bertahan dengan konsentrasi keilmuan
tradisional, saat sekarang sedang menghadapi dua pilihan dilematis. Menurut
Nurcholis Madjid sebagaimana yang dikutip oleh Yasmadi, pesantren harus
mengambil sikap apakah akan tetap mempertahankan tradisinya, yang mungkin
dapat menjaga nilai-nilai agama; ataukah mengikuti perkembangan dengan resiko

kehilangan asetnya. Tetapi, sebenarnya ada jalan ketiga, hanya saja menuntut



96

kreativitas dan kemampuan rekayasa pendidikan yang tinggi melalui pengenalan
aset-asetnya atau identitasnya terlebih dahulu, kemudian melakukan
pengembangan secara modern. !4

Sebagai lembaga pendidikan tradisional, pesantren menurut Mukti Ali
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 1). Adanya hubungan yang akrab antara kiai
dan santri 2). Tradisi ketundukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai 3).
Pola hidup sederhana 4). Kemandirian atau independensi 5). Berkembangnya
iklim dan tradisi tolong menolong serta suasana persaudaraan 6). Disiplin ketat 7).
Berani menderita untuk mencapai tujuan dan 8). Kehidupan dengan tingkat
relegius tinggi.'*

Demikian juga Mastuhu, dalam disertasinya yang berjudul Dinamika
Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai Sistem
Pendidikan Pesantren, yang menyatakan bahwa sebagai sebuah lembaga
pendidikan Islam tradisional, pesantren mempunyai empat ciri khusus yang
menonjol, yaitu mulai dari hanya memberikan pelajaran agama versi kitab-kitab
Islam klasik berbahasa Arab, mempunyai teknik pengajaran yang unik dengan
metode sorogan dan bandongan atau wetonan.!'#®

Pola berikutnya, adanya upaya mengembangkan tradisi keilmuan di
pesantren. Sejumlah upaya semisal perubahan dan penyesuaian kurikulum
pesantren mulai dilakukan. Pembenahan internal pesantren dengan melakukan

segala perbaikan infrastruktur dan program-program pengembangan intelekltual

146 Yasmadi, Modernisasi Pesantren (Jakarta: Ciputat Press, 2002), 99.

147 Amin Haedari, Masa Depan Pesantren (Jakarta: IRD Press, 2005), 15.

148 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai
Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), 25.
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pun mulai dilakukan. Citra pesantren sebagai lembaga pendidikan yang kumuh
lambat laun bisa ditepis. Namun bukan itu saja yang penting dilakukan pesantren,
lebih dari itu adalah perbaikan kualitas akademik pesantren yang seharusnya
menjadi prioritas utama.

Sejalan dengan kecendungan deregulasi di bidang pendidikan,
penyetaraan juga diarahkan pada pesantren. Jika pada masa Orde Baru tidak ada
satupun pendidikan pesantren (terutama tipe kedua) yang mendapatkan status
(sertifikasi), saat ini sudah dua pesantren yang telah mendapatkannya (disamakan
degan pendidikan umum) yaitu pesantren Gontor Ponorogo dan Pesantren Al-
Amien Prenduan Madura. Sedangkan tipe ketiga atau dikenal dengan “Pesantren
Salafiyah” telah memperoleh peyetaraan melalui SKB dua mentri (MENAG dan
MENDIKNAS) No. 1/U/KB/2000 dan No. MA/86/2000 tertanggal 30 Maret
2000. SKB ini memberikan kesempatan kepada Pesantren Salafiyah untuk ikut
menyelenggarakan pendidikan dasar sebagai upaya mempercepat pelaksanaan
wajib belajar, dengan persyaratan penambahan mata pelajaran bahasa Indonesia,
matematikan dan IPA dalam kurikulum.

Mempertimbangkan proses perubahan yang terjadi di pesantren, tampak
bahwa sampai dewasa ini lembaga telah memberikan konstribusi penting dalam
penyelenggaraan pendidikan nasional. Keberadaan pesantren sebagai lembaga
pendidikan, baik yang masih mempertahankan sistem pendidikan tradisionalnya
maupun yang sudah mengalami perubahan, memiliki perubahan besar dalam
kehidupan masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu, pesantren semakin

tumbuh dan berkembang kuantitas maupun kualitasnya. Dengan berbagai inovasi
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sistem pendidikan, sampai saat ini pendidikan pesantren tidak kehilangan
karakteristik unik yang membedakan dirinya dengan model pendidikan umum
yang diformulasikan dalam bentuk sekolahan.'*

Peran penting pesantren dalam proses pelaksanaan pembangunan sosial
di sektor pendidikan secara khusus tidaklah senantiasa berada pada titik konstan,
tetapi juga mengalami pasang surut. Seperti contoh, ketika pesantren masih
menjadi satu-satunya kiblat pendidikan, peran lembaga pendidikan dengan kiai
sebagai figuran tokoh informalnya memiliki posisi dan peran yang sangat
menentukan.

Tetapi ketika dunia pendidikan semakin dipenuhi oleh lembaga-lembaga
modern yang menawarkan keunggulan sistem pendidikan, kurikulum terprogram
secara sistematis, SDM tenaga pengajar yang handal dan pengelolaan profesional,
semakin menggeser keberadaan pesantren. Peran pesantren juga semakin
tereduksi dengan semakin tingginya tingkat campur tangan pemerintah dalam
menggarap sektor pembangunan dalam berbagai aspeknya, sebagaimana
pengalaman peran pemerintah Orde Baru dengan sistem pemerintahan yang
sentralistik dengan menekankan pemantapan stabilitas politik, penekanan
keamanan ketat, dan prioritas pada pembangunan sektor ekonomi.

Pada era otonomi daerah sekarang ini, keberadaan pesantren kembali
menemukan momentum relevansinya yang cukup besar untuk memainkan
kiprahnya sebagai elemen penting dalam proses pembangunan sosial. Terlebih

lagi, otonomi mengandalkan kemandirian tiap-tiap daerah dalam mengatur rumah

199 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai
Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), 5-8.
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tangga daerahnya sendiri berdasarkan kemampuan swadaya daerah tersebut tanpa
adanya campur tangan pemerintah pusat yang cukup besar. Keberadaan pesantren
menjadi partner yang ideal bagi institusi pemerintah untuk bersama-sama
meningkatkan mutu pendidikan yang ada di daerah sebagai basis bagi pelaksanaan
transformasi sosial melalui penyediaan Sumber Daya Manusia yang qualified dan
berakhlaqul karimah.

Untuk bisa memainkan peran edukatifnya dalam penyediaan Sumber
Daya Manusia yang berkualitas mensyaratkan pesantren terus meningkatkan mutu
sekaligus memperbaharui model pendidikannya, sebab, model pendidikan
pesantren yang mendasarkan diri pada sistem konvensional atau klasik tidak akan
cukup membantu dalam penyediaan SDM memiliki kompetensi integratif baik
dalam penguasaan pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan kecakapan
teknologis.

Padahal, ketiga elemen ini merupakan prasyarat yang tidak bisa
diabaikan untuk pendidikan pondok pesantren dapat dikembangkan pada saat
sekarang ini adalah tipe integrasi antara sistem pendidikan klasik dan sistem
pendidikan. Pengembangan tipe ideal ini tidak akan merubah total wajah dan
keunikan sistem pendidikan pesantren menjadi sebuah model pendidikan umum
yang cenderung reduksionistik terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sistem
pendidikan pondok pesantren.!'>

Seandainya Indonesia tidak mengalami penjajahan, mungkin-

pertumbuhan sistem pendidikannya akan mengikuti jalur-jalur yang ditempuh

130 Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren: Suatu Kajian tentang Unsur dan Nilai
Sistem Pendidikan Pesantren (Jakarta: INIS, 1994), 12-14.
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pesantren. Sehingga, perguruan-perguruan tinggi yang ada sekarang ini tidak akan
berupa Ul, ITB, UGM dan yang lainnya, tetapi mungkin namanya “universitas”
Tebuireng, Denanyar, Krapyak dan seterusnya. Kemungkinan ini bisa kita tarik
setelah melihat dan membandingkan secara kasar dengan pertumbuhan sistem
pendidikan di negeri-negeri Barat sendiri, hampir semua universitas terkenal
cikal-bakalnya adalah perguruan-perguruan semula berorentasi keagamaan.

Mungkin juga, seandainya kita tidak dijajah, pesantren-pesantren itu
tidaklah jauh terpencil di daerah pedesaan seperti kebanyakan pesantren sekarang
ini, melainkan di kota-kota pusat kekuasaan atau ekonomi, sebagaimana halnya
sekolah-sekolah keagamaan di Barat yang kemudian tumbuh menjadi universitas-
universitas tersebut.

Dari keterangan sederhana itu, mungkin kita sudah dapat menarik suatu
proyeksi tentang apa peranan dan letak sebenarnya sistem pendidikan pesantren
dalam masyarakat Indonesia yang merdeka (artinya: tidak dijajah), untuk masa
depan bangsa yang lebih “berkepribadian”.

Gambaran konkritnya dapat dibuat dengan menganalogikan sebuah
pesantren di Indonesia (ambil sebagai misal Tebuireng) dengan sebuah kelanjutan
“pesantren” di Amerika Serikat (ambil sebagai misal “pesantren” yang didirikan
oleh pendeta Harvard di dekat Boston). Tebuireng menghasilkan apa yang bisa
dilihat oleh rakyat Indonesia sekarang ini, dan “pesantren” pendeta Harvard itu
telah tumbuh menjadi sebuah universitas yang paling “prestisius” di Amerika
Serikat, dan hampir secara pasti memegang kepeloporan dalam pengembangan

ilmu pengetahuan modern dan gagasan mutakhir.
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Demikian pula dengan kekuasaan, universitas Harvard memegang rekor
dalam menghasilkan orang-orang besar yang meduduki kekuasaan tertinggi di
Amerika Serikat. Tetapi di Indonesia, sebagaimana kita ketahui, peranan
“Harvard” itu tidak dimainkan oleh Tebuireng, Tremas atau Lasem, melainkan
oleh suatu Perguruan Tinggi Umum yang sedikit banyak merupakan kelanjutan
lembaga masa penjajahan: Ul misalnya.

Fenomena ini tentu memancing timbulnya pertanyaan, mengapa bisa
terjadi demikian? Kalau kita tinjau secara mendalam antara dunia pesantren
dengan panggung dunia global abad 20, sebenarnya terjadi kesenjangan atau
“gap”. Di satu sisi, dunia global sekarang ini masih didominasi oleh pola budaya
Barat dan sedang diatur mengikuti pola-pola itu. Sedangkan di sisi lain pesantren-
pesantren kita, disebabkan faktor-faktor historisnya, belum sepenuhnya
menguasai pola budaya itu (yang sering dikatakan sebagai pola budaya
“modern”), sehingga kurang memiliki kemampuan dalam mengimbangi dan
menguasai kehidupan dunia global. Bahkan, untuk memberikan respon saja sudah
mengalami kesulitan.

Kesenjangan waktu atau time lag memang mengandung konotasi ada
yang berposisi ketinggalan, konservatif, ataupun kolot. Tetapi membentuk
konotasi keagamaan sebagai kekolotan sudah tentu tidak benar. Dalam hal
universitas Harvard tadi misalnya, relevansinya dengan perkembangan zaman,
bahkan kepemimpinan, tidaklah diperoleh dengan meninggalkan sama sekali jiwa
“kepesantrenannya”, dalam arti: fungsi pokok atau historis sebagai tempat

pendidikan keagamaan.
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Di universitas Harvard masih terdapat bagian-bagian yang mengajarkan
teologis, di samping monumen-monumen keagamaan yang banyak terdapat dalam
lingkungan kampusnya seperti gereja, chapel, dan koleksi barang keagamaan.
Bahkan dalam bidang teologi itu Harvard tetap meneruskan peranan historisnya
sebagai penganut madhab unitarianisme.

Penyajian di atas menunjukkan bahwa untuk memainkan peranan besar
dan menentukan dalam ruang lingkup nasional, pesantren-pesantren tidak perlu
kehilangan kepribadiannya sendiri sebagai tempat pendidikan keagamaan. Bahkan
tradisi-tradisi keagamaan memiliki pesantren-pesantren itu sebenarnya merupakan
ciri khusus yang harus dipertahankan, karena di sinilah letak kelebihannya. Tetapi
kita menemui keadaan yang hampir tidak menopang proyeksi itu. Jika tidak
karena harapan-harapan yang idealistik, dilandasi oleh hubungan sentimental
orang muslim Indonesia dengan dunia pesantren, kita bisa mengatakan bahwa
pesantren, justru karena keasliannya, merupakan “fosil” masa lampau yang cukup
jauh untuk bisa memainkan peranannya sebagaimana kita harapkan.

Jika diadakan suatu moment opname atau pemotretan sesaat, maka akan
tampak gambar tentang pesantren kurang kondusif bagi peranan-peranan besar
tadi.’! Kurangnya kemampuan pesantren mengikuti dan menguasai
perkembangan zaman terletak pada visi dan tujuan pesantren diserahkan pada
proses improvisasi yang dipilih sendiri oleh kiai atau bersama-sama para
pembantunya. Akibatnya hampir semua pesantren dalam pandangan Nurcholis

Madjid merupakan hasil usaha pribadi atau Individual (individual enterpres),

151 Nurkholis Majid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997),
3-6.
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karena dari pancaran kepribadian pendirinyalah dinamika pesantren itu akan
terlihat. Dalam hal ini Nurcholis Madjid mengemukakan, pada dasarnya memang
pesantren itu sendiri dalam semangatnya adalah pancaran kepribadian pendirinya.

Nampaknya Nurcholis Majdid melihat ketidakjelasan arah, sasaran yang
ingin dicapai pesantren lebih disebabkan oleh faktor kiai yang memainkan peran
cukup sentral dalam sebuah pesantren. Hal ini tidak bisa dielakkan, karena kiai
merupakan elemen yang paling esensial dari suatu pesantren. Maka, sudah
sewajarnya bahwa pertumbuhan suatu pesantren semata-mata bergantung kepada
kemampuan pribadi kiainya.'?

Tidaklah berlebihan Zamaksari Dhofier, mensinyalir bahwa kebanyakan
kiai di Jawa berangggapan bahwa suatu pesantren dapat diibaratkan sebagai suatu
kerajaan kecil kiai merupakan sumber mutlak dari kekuasaan dan kewenangan
(power and authority) dalam kehidupan dan lingkungan pesantren.'>?

Keberlangsungan sebuah pesantren semata-mata atas otoritas kiai di atas
menurut Nurcholis Madjid punya dampak negatif bagi pesantren dalam
perkembangannya ke arah yang lebih baik. Hal ini didasarkan atas profil kiai
sebagai pribadi yang memiliki serba keterbatasan dan kekurangan. Salah satu
keterbatasannya tercermin dalam kemampuan mengadakan respon pada
perkembangan-perkembangan masyarakat.

Nurcholis Madjid, mencontohkan, seorang kiai kebetulan tidak dapat

membaca dan menulis huruf latin mempunyai kecenderungan lebih besar untuk

152 Nurkholis Majid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997),
6.

153 Zamakhsyari Dhofier, Tradisi Pesantren: Studi tentang Pandangan Hidup Kiai dan Visinya
Mengenai Masa Depan Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 2011), 56.
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menolak atau menghambat dimasukkannya pengetahuan baca tulis latin ke dalam
kurikulum pelajaran pesantrennya. Atau seorang tokoh pesantren yang tidak
mampu lagi mengikuti dan menguasai perkembangan zaman mutakhir lebih
cenderung untuk menolak mengubah pesantrennya mengikuti zaman tersebut.
Konsekuensinya, tidaklah mengherankan pada gilirannya pesantren
hanya melahirkan produk-produk pesantren yang dianggap kurang siap “lebur”
dan mewarnai kehidupan modern, dengan kata lain pesantren hanya memunculkan
santri-santri dengan kemampuan yang terbatas.'>* Penelaahan Nurcholis Madjid di
atas dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, asumsi atau tesis Nurcholis Madjid tidak
dapat diterima bila dikaitkan pada pesantren yang telah membuka diri untuk
menerima pembaharuan. Biasanya pesantren-pesantren tersebut telah memiliki
manajemen yang rapi, menggunakan sistem klasikal dan berjenjang, bahkan level
jenjang pendidikannya telah sampai pada level universitas atau sekolah tinggi.
Kedua, asumsi itu cukup beralasan bila diharapkan pada pesantren salaf.
Pesantren ini masih terbelenggu dengan tradisi dan menolak untuk menerima, atau
upaya pembaharuan. Akses pesantren ini keluarpun tidak terlihat, bahkan tidak
ada sama sekali. Pesantren dalam kategori ini masih tergolong pada pesantren

kecil dan pada umumnya berada di wilayah-wilayah pedesaan.'>®

154 Nurkholis Majid, Bilik-Bilik Pesantren Sebuah Potret Perjalanan, (Jakarta: Paramadina, 1997),
56.

155 Yasmadi, Islamisasi Pesantren. Kritik Nur Kholis Madjid terhadap Pendidikan Islam
Tradisional, (Ciputat: Quantum Teaching. 2005), 75.
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C. Tinjauan tentang Kebijakan Publik
1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan
perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari
pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang-orang banyak yang menjadi
sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau
instrumen untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah.

Heinz Eulau dan Kenneth Prewith menyatakan dalam pendapatnya,
kebijakan adalah sebuah keputusan tetap yang dicirikan konsistensi dan
pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan-keputusan.
Dengan cara memberi reward dan sanctions. Secara sentralistik, kebijakan adalah
instrumen teknis, rasional, dan action-oriented untuk menyelesaikan masalah.

Kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang mengarah dan
mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.
Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang banyak
yang dituju (kelompok target) menjadi terpola sesuai dengan bunyi dan rumusan
kebijakan tersebut!®

Thomas R. Dye mendifinisikan kebijakan negara sebagai IS whatever
governmenet choose to do or not to do. Selanjutnya Dye mengatakan bahwa
apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuan
(objektivitas) dan kebijakan Negara harus meliputi semua tindakan pemerintah.

Dengan demikian bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan

156 Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2012), 20.
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pemerintah atau pejabat pemerintah. Di samping itu sesuatu yang tidak dilakukan
oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh yang sama besarnya dengan sesuatu
yang dilakukan oleh pemerintah'>’

Di samping kesimpulan tentang pengertian kebijakan dengan yang
dimaksud. Pada dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas
dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan pemerintah, serta
perilaku negara pada umumnya'>®

Sedangkan menurut James E. Anderson memberikan pengertian
kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang
diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna
memecahkan suatu masalah tertentu.!> James E. Anderson secara lebih jelas
menguraikan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang
dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.

Pengertian ini menurutnya berimplikasi: Kebijakan selalu mempunyai
tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan
bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah
mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan
keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu. Kebijakan, dalam
arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa

(otoritatif).!6°

157 Thomas R. Dye, Understanding Public Policy, (New Jersey: Prentice Hall, 1995).47.

158 Clarles O. Jones, Pengantar Kebijakan Publik, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 166.

159 James E. Anderson, Public Policy Making, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984), cet.
ke-3, 12.

160[bid.,12-13.
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Beberapa para ahli memberikan definisi mengenai pengertian kebijakan
publik, antara lain: Menurut Anderson, pengertian kebijakan publik adalah
hubungan anta runit-unit pemerintah dengan lingkungannya.

Lebih lanjut Nakamura dan Smalwood, memberi penjelasan bahwa
kebijakan publik berarti serangkaian instruksi dari para pembuat keputusan
kepada pelaksana untuk mencapai tujuan tersebut. Kebijakan publik meliputi
segala sesuatu yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh
pemerintah. Di samping itu kebijakan publik juga kebijakan yang dikembangkan
atau dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah.'¢!

Implikasi pengertian mengenai kebijakan publik ini, yakni:

a. Lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai
perilaku atau tindakan yang kebetulan.

b. Pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling terkait.

c. Bersangkutan dengan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah dalam
bidang tertentu atau bahkan merupakan apa yang pemerintah maksud atau
melakukan sesuatu atau menyatakan melakukan sesuatu.

d. Bisa bersifat positif yang berarti merupakan beberapa bentuk tindakan
pemerintah mengenai masalah tertentu dan bersifat negatif yang berarti
merupakan keputusan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

e. Kebijakan setidak-tidaknya dalam arti positif didasarkan atau selalu

dilandaskan pada peraturan/undang-undang yang bersifat memaksa.

161 James E. Anderson, Public Policy Making, (New York: Holt, Rinehart and Winston, 1984),
cet. ke-3, 12.3.
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Apabila terjadi suatu perubahan kebijakan publik, perubahan tersebut
dilakukan lebih bersifat tambal sulam dibandingkan dari pada bersifat
revolusioner. Dalam bentuknya yang realistis kebijakan publik sering kali hanya
disempurnakan dan jarang dilakukan pergantian'®?

Dari beberapa pengertian tentang kebijakan publik yang telah
dikemukakan oleh para pakar di atas dapat Penulis simpulkan bahwa pada
hakikatnya kebijakan mencakup pertanyaan: what, when, why, who, where, dan
how. Semua pertanyaan itu menyangkut tentang masalah yang dihadapi lembaga-
lembaga yang mengambil keputusan yang menyangkut isi, prosedur yang
ditentukan, strategi, waktu keputusan itu diambil, dan dilaksanakan.

2. Stakeholder Kebijakan Publik

Para Pembuat kebijakan adalah stakeholder atau aktor-aktor yang
mempunyai wewenang konstitusional langsung untuk bertindak aktor atau
pelaku dalam kebijakan publik meliputi para pihak yang terkait dalam kebijakan,
baik dalam perumusan, implementasi maupun evaluasi. Fungsi dari masing-
masing aktor kebijakan berbeda sesuai dengan posisi yang ditempatinya. Sehingga
kemudian aktor kebijakan disebut sebagai pelaku kebijakan. Pejabat pembuat
kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta
dalam formulasi hingga penetapan kebijakan publik — walau dalam kenyataanya,
beberapa orang mempunyai wewenang sah untuk bertindak dikendalikan oleh

orang lain, seperti pimpinan partai politik atau kelompok penekan.'®?

162 Miftah thoha, llmu Administrasi Publik, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010), 130.
163 Leo Agustino, Dasar-Dasar Keibjakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2012), 29-35.
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Pengertian serupa dipaparkan oleh Faried Ali dkk, bahwa pelaku
kebijakan adalah mereka pemegang otoritas atau lembaga yang karena otoritas
yang dimilikinya dapat menjadi pelaku kebijakan yaitu tidak saja mereka yang
dikategorikan sebagai pembuat kebijakan akan tetapi mereka yang mengamankan
kebijakan serta sekaligus mereka para kelompok sasaran dalam berbagai
karakteristiknya.!64

Secara normatif institusional pembuat kebijakan terdiri dari legislatif,
ekskutif, administratur, dan peradilan (para hakim).'®> Kelompok aktor kebijakan
tersebut merupakan kelompok dalam sebuah rezim, atau masa suatu
pemerintahan. Selain dari itu, di era demokrasi seperti saat ini sesungguhnya ada
pula pihak lain yang terlibat sebagai aktor kebijakan, mereka adalah partisipan
Non-Pemerintah dalam pembuat kebijakan. Mereka terdiri dari: (a) Kelompok
kepentingan, (b) Partai Politik, dan (c) Warga negara sebagai individu.'®

Dari pengelompokan ini pula, dapat diketahui bahwa pembuat kebijakan
terklasifikasi dalam dua kelompok besar, yaitu: Pertama Inside Government
Actors (IGA). Kelompok ini terdiri dari Presiden, Lembaga Ekskutif, para
Menteri, Aparatur Birokrasi. Kedua Outside Government Actors (OGA).
Kelompok ini terdiri dari Lembaga Legislatif, Lembaga Yudikatif, Militer, Partai
Politik, Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan, serta Media Massa.'®’

Selanjutnya pada era reformasi ini, di Indonesia dapat dirinci para aktor kebijakan

164 Faried Ali dan Andi Syamsu Alam, Studi Kebijakan Pemerintah (Bandung: Refika Aditama,
2012), 79.

165 Leo Agustino, Dasar-Dasar Keibjakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2012), 29.

166 Tbid., 35-40.

167 Budi Winarno, Kebijakan Publik: Teori Proses, dan Studi Kasus (Yogyakarta: CAPS, 2014),
126-136.
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dari tingkat pusat hingga desa adalah MPR, Presiden, DPR, Pemerintah, Menteri,
Lembaga Pemerintah Non-Departemen, Direktorat Jenderal, Badan-Badan Negara
Lainnya, Pemerintah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota,
DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Desa dan BPD. '8

Lebih lanjut Ramirez mengatagorikan stakeholder dalam kebijakan
kedalam beberapa kelompok yaitu stakeholder primer, sekunder dan stakeholder
kunci'® yaitu sebagai berikut:

a. Stakeholder Utama (primer)

Stakeholder utama yang memiliki kaitan kepentingan secara langsung
dengan suatu kebijakan, program dan proyek. Mereka harus ditempatkan sebagai
penentu utama dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa bagian yang
terkait di dalamnya adalah sebagai berikut: Pertama Masyarakat: Masyarakat
yang terkait dengan proyek atau kebijakan, yakni masyarakat yang diidentifikasi
akan memperoleh manfaat dan yang akan terkena dampak dari proyek atau
kebijakan tersebut. Kedua Tokoh Masyarakat: Anggota masyarakat yang oleh
masyarakat ditokohkan di masyarakat tersebut sekaligus dianggap dapat mewakili
aspirasi masyarakat.

Ketiga, pihak manajer publik: lembaga/badan publik yang bertanggung

jawab dalam pengambilan dan implementasi suatu keputusan.

168 Tbid., 42-44.
199 Buckles, D, Cultivating Peace, Conflict and Collaboration in Natural Resource Management.
(Washinton: Wbi 1999).
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b. Stakeholder Pendukung (sekunder)

Stakeholder pendukung adalah stakeholder yang tidak memiliki kaitan
kepentingan secara langsung terhadap suatu kebijakan, tetapi memiliki kepedulian
dan keprihatinan sehingga mereka turut bersuara dan berpengaruh terhadap sikap
masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Beberapa bagian yang terkait di
dalamnya yaitu:

Lembaga (Aparat) pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki
tanggung jawab langsung diantaranya: Pertama, lembaga pemerintah yang terkait
dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan
keputusan. Kedua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) setempat: LSM yang
bergerak di bidang yang bersesuai dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul
dari suatu kebijakan yang memiliki kepedulian (termasuk organisasi massa yang
terkait). Ketiga, Perguruan Tinggi: kelompok akademisi ini memiliki pengaruh
penting dalam pengambilan keputusan pemerintah. Keempat, Pengusaha (Badan
Usaha) yang terkait.

c. Stakeholder Kunci

Stakeholder kunci merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan
secara legal dalam hal pengambilan keputusan. Stakeholder yang dimaksud adalah
unsur eksekutif sesuai levelnya, legislatif, yudikatif, dan instansinya. Misalnya,
stakeholder kunci untuk suatu keputusan dan suatu kebijakan daerah kabupaten.
Beberapa bagian yang terakit di dalamnya adalah: Pemerintah kabupaten, DPR

kabupaten Dinas yang membawahi langsung kebijakan yang bersangkutan.
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Dari uraian diatas penulis simpulkan bahwasanya dalam penelitian ini kiai
pesantren dalam penentuan kebijakan pendidikan menjadi stakeholder utama
Mereka harus ditempatkan sebagai penentu utama dalam proses pengambilan
keputusan.

3. Analisis Kebijakan Publik

Dalam pembuatan kebijakan hendaknya didasarkan pada analisis
kebijakan yang baik, sehingga dapat menghasilkan kebijakan yang baik pula.

Menurut Winarno ada tiga hal pokok yang perlu diperhatikan dalam analisis

kebijakan, yakni:

a. Fokus utamanya adalah mengenai penjelasan kebijakan bukan mengenai
anjuran kebijakan yang pantas.

b. Sebab-sebab dan konsekuensi dari kebijakan-kebijakan publik diselidiki
dengan teliti dan dengan menggunakan metodologi ilmiah.

c. Analisis dilakukan dalam rangka mengembangkan teori- teori umum yang
dapat diandalkan tentang kebijakan-kebijakan publik dan pembentuknya.
Sehingga dapat diterapkannya terhadap lembaga-lembaga dan bidang-bidang
kebijakan yang berbeda.!”

Masyarakat dalam penelitian ini kiai yang berpatisipasi dalam penentuan
kebijakan memahami hal-hal pokok yang harus dilakukan. Dengan demikian,
analisis kebijakan dapat bersifat ilmiah dan relevan bagi masalah-masalah politik

dan sosial.

170 Budi Winarno, Kebijakan Publik; Teori, dan Proses (Yogyakarta: Medpress, 2007), 31
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4. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik selalu mengandung sedikitnya tiga komponen dasar,
yaitu tujuan yang jelas, sasaran yang spesifik, dan cara mencapai sasaran tersebut.
Komponen yang ketiga biasanya belum dijelaskan secara rinci dan birokrasi yang
harus menerjemahkannya sebagai program aksi dan proyek. Komponen cara
berkaitan siapa pelaksananya, berapa besar dan darimana dana diperoleh, siapa
kelompok sasarannya, bagaimana program dilaksanakan atau bagaimana sistem
manajemennya dan bagaimana keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur.
Komponen inilah yang disebut dengan implementasi.'”!

Implementasi kebijakan, sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkutpaut
dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-
prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari pada itu
menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari
suatu kebijakan. Mengenai hal ini Wahab menegaskan bahwa implementasi
kebijakan merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan.!’”> Oleh
sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan
aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Setelah masalah publik ditentukan, maka hal tersebut merupakan jalan
menuju agenda kebijakan, bermacam pilihan telah ditentukan untuk
memecahkannya, dan pemerintah telah membuat beberapa pilihan dari alternatif

tersebut, yang menempatkan keputusan menjadi pelaksanaan, implementasi

17! Samudra Wibawa, Kebijakan Publik; Proses dan Analisis (Jakarta: Intermedia, 1994), 15.
172 Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijakan (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 59.
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kebijakan merupakan proses dari sebuah program atau kebijakan dilaksanakan;
yang ditandai dengan terjemahan dari rencana menuju pelaksanaan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh
William dan Elmore sebagaimana dikutip Sunggono, didefinisikan sebagai
“keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”.!”?
Sementara Mazmanian dan Sabatier menjelaskan bahwa mempelajari masalah
implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata
terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-
peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan
negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk
memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.'’*

Sedangkan Wibawa, menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti
pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.!'”” Dari uraian di atas
disimpulkan bahwa proses implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut
perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan
program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan
menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang
langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat
terutama kiai pesantren, dan pada akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap

dampak baik yang diharapkan maupun dampak yang tidak diharapkan bagi kiai,

pesantren juga pembangunan daerah.

173 Bambang Sunggono, Partai Politik, Dalam Kerangka Pembangunan Politik di Indonesia
(Surabaya: Bina Ilmu, 1992), 139.

174 Abdul Wahab Solichin, Analisis Kebijakan (Jakarta: Bumi Aksara, 1997),, 21.

175 Ibid., 5
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5. Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam sebuah kebijakan sebuah keputusan yang harus dilaksanakan serta
diharapkan adanya hasil, sebuah kebijakan setelah dirumuskan juga dalam waktu
pelaksanaan, tidak dapat dibiarkan begitu saja. Melainkan harus dilakukan sebuah
evaluasi. Evaluasi di sini yang dimaksudkan adalah evaluasi kebijakan. Menurut
Willain N. Dunn, secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan
penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assesment),
kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti
satuan nilainya.!7®

Sebuah kegiatan evaluasi kebijakan disyaratkan adanya pemberian nilai,
pengukuran terhadap hasil sebuah kebijakan. Dalam arti yang lebih spesifik
evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil
kebijakan. Evaluasi kebijakan bukan analisis kebijakan. Evaluasi kebijakan
berbeda dengan analisis kebijakan, meskipun terdapat beberapa bagian kegiatan
yang sama, karena evaluasi kebijakan memiliki karakteristik yang berbeda dengan
analisis kebijakan. Menurut William N. Dunn, karakteristik kebijakan yang
membedakan evaluasi kebijakan dengan analisis kebijakan adalah: (1) Fokus
nilai. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian
menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program. (2)
Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun
“nilai”. Untuk menentukan sebuah kebijakan telah berhasil atau gagal setelah

dilakukan pemantauan terhadap efek sosial dari kebijakan itu sendiri. (3)

176 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarrta: Gajah mada Universiti
perss, 2005), 608.
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Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah
aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis
nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante). (4)
Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas
ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.!”’

Selain itu juga, menurut Willian N. Dunn, evaluasi kebijakan memiliki
fungsi antara lain; (1) Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya
mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan
telah dapat dicapai melalui tindakan publik. (2) Evaluasi memberi sumbangan
pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan
dan target. (3) Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode
analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.'”®

Menurut William N. Dunn, pendekatan dalam evaluasi kebijakan antara
lain; evaluasi semu, evaluasi formal, dan evaluasi keputusan teoretis. Pertama,
evaluasi semu (pseudo evaluation) adalah pendekatan yang menggunakan
metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat
dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk menanyakan tentang
manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut terhadap individu, kelompok, atau
masyarakat secara keseluruhan.

Asumsi utama dari evaluasi pendekatan semu adalah bahwa ukuran
tentang manfaat atau nilai merupakan sesuatu yang dapat terbukti sendiri (sel

sevident) atau tidak kontroversial.

177 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarrta: Gajah mada Universiti
perss, 2005), 608-809.
178 Ibid., 610-611.
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Kedua, evaluasi formal (formal evaluation) merupakan pendekatan yang
menggunakan metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan
cepat dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan tetapi mengevaluasi hasil tersebut
atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh
pembuat kebijakan dan administrator program. Asumsi utama dari pendekatan
evaluasi formal adalah bahwa tujuan dan target diumumkan secara formal adalah
merupakan ukuran yang tepat untuk manfaat atau nilai kebijakan program.'”’

Ketiga, evaluasi keputusan teoretis (decission-theoretic evaluation)
adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode deskriptif untuk
menghasilkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan valid mengenai
hasil-hasil kebijakan yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku
kebijakan. Asumsi dari pendekatan evaluasi teoretis keputusan adalah bahwa
tujuan dan sasaran dari pelaku kebijakan, baik yang dinyatakan secara formal
maupun secara tersembunyi, merupakan ukuran yang laiak terhadap manfaat atau
nilai kebijakan dan program.

Dalam evaluasi kebijakan kiai juga berpartisipasi menilai serta mengukur
kebijakan yang telah di usungnya juga kebijakan pemerintah terutama pendidikan,
untuk mengetahui berjalan tidaknya juga implikasi dari sebuah kebijakan.

6. Partisipasi Masyarakat dalam Kebijakan Publik

Partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat,

digunakan secara umum dan luas. Didalam kamus besar bahasa Indonesia

partisipasi adalah perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan

17 William N Dunn, Pengantar Analisis Kebijakan Publik, (Yogyakarrta: Gajah mada Universiti
perss, 2005), 613-623.
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(keikutsertaan)'®. Definisi lain menyebutkan partisipasi adalah kerja sama
antara rakyat dan pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan,
dan mengembangkan hasil pembangunan.'®!

Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dalam
kebijakan publik. masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam pengambilan
keputusan pada lembaga dan proses pemerintahan. Partisipasi menempatkan
masyarakat tidak hanya sebagai penerima (objek) tetapi sebagai subjek dari
kegiatan pembangunan yang dilakukan.'®?

Kolaborasi/pembuatan keputusan bersama, masyarakat bukan sebagai
penggagas kolaborasi, tetapi masyarakat dilibatkan untuk merancang dan
mengambil keputusan bersama, sehingga peran masyarakat secara signifikan

dapat mempengaruhi hasil/keputusan.'®?

Struktur dan proses tidak boleh
mengucilkan.'® Dalam setiap pertemuan dengan masyarakat dan pengambilan
keputusan sering bersifat mengucilkan bagi banyak orang, khususnya bagi mereka
yang tidak bisa berpikir cepat, tidak ingin menginterupsi, kurang percaya diri atau
tidak memiliki kemahiran dalam berbicara. Prinsip yang paling penting kaitannya
dengan isu struktur dan proses adalah masyarakat itu sendiri yang harus

mengontrol struktur dan proses, dan harus menentukan bentuk mana yang akan

diadopsi.

180 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka,
2005), 831.

181 L oekman Soetrisno, Menuju Masyarakat Partisipatif (Yogyakarta: Kanisius, 1995), 207.

182 Abu Huraerah, Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi
Pembangunan Berbasis Kerakyatan (Bandung: Humaniora, 2008), 100.

183 Ibid., 101.

184Jim Ife dan Frank Tesoreiro, Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi
Community Development (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 312.
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Gaya yang berbeda akan cocok untuk masyarakat yang berbeda, dan
tidak ada satupun cara benar yang berlaku bagi semua. Gaya yang dipaksakan dari
luar akan hampir pasti tidak berhasil, dan meskipun bermanfaat dan boleh-boleh
saja bagi seorang pekerja masyarakat untuk membuat orang peduli akan
kemungkinan cara alternatif dalam melakukan sesuatu, keputusan harus dilakukan
oleh masyarakat itu sendiri. Perbaikan kondisi hidup masyarakat dan upaya
memenuhi keutuhan masyarakat dapat menggerakkan partisipasi.

Agar perbaikan kondisi dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat
menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, usaha itu: disesuaikan
dengan kebutuhan masyarakat yang nyata, dijadikan stimulasi terhadap
masyarakat, yang berfungsi mendorog timbulnya jawaban yang dikehendaki.
Dijadikan motivasi terhadap masyarakat yang berfungsi membangkitkan tingkah
laku yang dikehendaki secara berlanjut.!'®®

Pada gilirannya, partisipasi masyarakat sebagai masukan pembangunan
dapat meningkatkan usaha perbaikan kondisi dan taraf hidup masyarakat yang
bersangkutan antara partisipasi masyarakat dengan kemampuan masyarakat yang
bersangkutan untuk berkembang secara mandiri, terdapat kaitan yang erat sekali.
Kesediaan masyarakat untuk berpartisipasi merupakan tanda adanya kemampuan
awal masyarakat itu untuk berkembang secara mandiri. Menurut beberapa sumber,
partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menumbuhkan kemampuan
masyarakat. Partisipasi masyarakat dan kemampuan masyarakat itu berkembang

secara mandiri ibarat dua sisi satu mata uang, tidak dapat dipisahkan tetapi dapat

185 Taliziduhu Ndraha, Pembangunan Masyarakat Mempersiapkan Masyarakat Tinggal
Landas (Yogyakarta: Rineka Cipta, 1990),104.
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dan perlu dibedakan. Masyarakat yang mempunyai kemampuan berkembang
secara mandiri bisa membangun dengan atau tanpa berpartisipasi vertikal dengan
pihak lain.

Kemampuan yang dimaksud dapat ditumbuhkan. Secara garis besar
menyatakan bahwa partisipasi (vertical) masyarakat dalam perencanan dan
pelaksanaan pembangunan desa dapat memangkitkan rasa percaya pada
kemampuan sendiri (self reliance) masyarakat. Rasa ini mendorong tumbuhnya
prakarsa dan kegiatan bersama, dan dengan demikian partisipasi horisontalpun
salah satu kualitas masyarakat yang mandiri, tergerak.

Rasa tanggungjawab sebagai salah satu kualitas masyarakat yang
berkemampuan berkembang secara mandiri tumbuh tatkala yang bersangkutan
secara sadar dan bebas memilih dan menyetujui suatu hal, menyerap suatu nilai,
atau menerima suatu tugas, berkesempatan untuk belajar dari hal-hal yang kecil
untuk kemudian ditingkatkan menjadi hal yang lebih besar, mempunyai
kemampuan sendiri (Self confidence), menentukan memutuskan sendiri apa yang
dikehendakinya. Kemampuan masyarakat untuk berkembang secara mandiri
berkorelasi positif dengan kemampuannya untuk berpartisipasi dan juga dengan
kemampuannya meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Menurut penulis dalam penentuan kebijakan jika tidak melibatkan
masyarakat maka akan terjadi kerancuan yang berdampak negatif, tidak memiliki
rasa kepedulian dan kepemilikan. Pemberdayaan/kendali masyarakat memiliki
kekuasaan dalam mengawasi secara langsung keputusan yang telah diambil dan

menolak pelaksanaan keputusan yang bertentangan dengan tujuan yang telah
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ditetapkan dengan menggunakan prosedur dan indikator kinerja yang mereka
tetapkan bersama. Masyarakat tidak hanya dijadikan sebagai obyek tetapi juga
subyek yang menjalankan program yang direncanakan bersama.
7. Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Kebijakan pendidikan terutama pendidikan Islam merupakan bentuk dari
buah pikir pemerintah untuk memproses, mengarahkan serta mengontrol
pendidikan Islam demi mencapai tujuan yang diharapkan yaitu mencerdaskan
kehidupan bangsa.

Sejarah kebijakan pendidikan Islam dapat dilihat dari masa kolonial,
Orde Lama, Orde Baru dan Reformasi. Sejak masa kolonial hingga awal
Reformasi kebijakan pendidikan Islam dinilai diskriminatif dan tidak berkeadilan.
Baru kemudian pada masa Reformasi dengan disahkannya Undang-Undang
Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 kebijakan pendidikan Islam
menemukan babak baru, sebab secara eksplisit UU tersebut menyebutkan peran
dan kedudukan pendidikan Islam (agama) sebagai bagian integral dari sistem
pendidikan nasional.'®® Di Indonesia, masalah kesempatan pendidikan dari SD
sampai perguruan tinggi, mulai diperluas sejak dasawarsa 1970-an sampai akhir
dasawarsa 1980-an dan diperkirakan akan terus terjadi pada dasawarsa 1990-an.
Murid SD yang pada tahun 1970 berjumlah sekitar 11,4 juta, sepuluh tahun
kemudian (1980) jumlah tersebut bertambah hampir dua kali lipat, yaitu sebanyak

23,1 juta, dan pada tahun1988/1989 terus bertambah 24,8 juta.'®’

186 Hal senada sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Machali M. Pd, dalam artikelnya
pada tangga 7 februari 2012, yang berjudul kebijakan pendidikan islam dari masa-kemasa.

187 Ace Suryadi, Analisis Kebijakan Pendidikan suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1994), 17.
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Sejak tahun 1970, murid SMP bertambah sebesar hampir tujuh kali lipat
sampai dengan tahun 1988, yaitu sebanyak 532 ribu menjadi 3,6 juta. Sementara
itu dalam kurun waktu yang sama, jumlah murid SMA bertambah hampir enam
kali lipat. Jumlah mahasiswa perguruan tinggi juga tumbuh dengan sangat tajam,
yaitu dari sekitar 340 ribu orang pada tahun 1978 menjadi sekitar tiga juta orang
sepuluh tahun kemudian. Pertumbuhan murid yang demikian besar banyak
membawa akibat terhadap munculnya berbagai masalah. Pada saat yang sama,
sistem pendidikan diberbagai bagian dunia, termasuk di Indonesia, telah menjadi
suatu arena politik dan perselisihan sosial yang cukup tajam, dengan demikian,
tidaklah mengherankan jika pemerintah mengambil peranan yang lebih besar,
termasuk di dalamnya peranan sebagai sumber dana untuk penelitian sosial di
bidang pendidikan.'®8

Perkembangan kebijakan pendidikan Islam di Indonesia dari awal
pertumbuhannya hingga sekarang dapat dikaji melalui empat masa yaitu Pertama,
masa kolonial. Kedua, masa Orde Lama. Ketiga, masa Orde Baru. Dan Keempat
masa Reformasi.'® Berikut akan di uraikan perkembangan kebijakan pendidikan
Islam dari masa-masa tersebut.

a. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Kolonial
Secara historis, keberadaan pendidikan Islam di Indonesia dimulai sejak

masuknya Islam ke Indonesia yaitu pada abad ke-7."°° Dengan masuknya Islam ke

188 Ace Suryadi, Analisis Kebijakan Pendidikan suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya,
1994), 18.

189 Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: Peran tokoh-tokoh Islam dalam
penyusunan UU No. 2/1989 (Jakarta: - , 2004), 15.

190 Pada abad ke-7 proses islamisasi daerah — daerah pesisir mulai di galakkan meskipun hanya
melalui para pedagang muslim yang singgah untuk berdagang.
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Indonesia secara otomatis praktek pendidikan atau pengajaran Islam telah ada
meski dalam bentuk yang sangat sederhana. Secara institusional, pendidikan Islam
mulai berkembang pada awal abad ke-20 M dengan didirikannya madrasah dan
pondok-pondok pesantren/ surau baik di pulau Jawa, Sumatra dan Kalimantan.

Semangat pendirian madrasah sebagai sentral pendidikan Islam
setidaknya didasarkan pada dua hal: Pertama, pendidikan Islam tradisional kurang
sistematis dan kurang memberikan kemampuan pragmatis yang memadai. Kedua,
laju perkembangan sekolah-sekolah bercorak Belanda di masyarakat cenderung
meluas dan membawakan watak sekuler sehingga harus diimbangi dengan sistem
pendidikan Islam yang lebih teratur dan terencana.

Dengan demikian didirikanlah sistem pendidikan Islam berbentuk
madrasah baik di Jawa maupun di luar Jawa diantaranya Pondok Pesantren
Tebuireng Jombang (1899 M), didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Madrasah
formalnya didirikan pada tahun 1919 M, dengan nama Salafiyah, dan diasuh oleh
K.H. Ilyas (mantan Menteri Agama RI); madrasah ini memberikan pengetahuan
agama dan pengetahuan umum. Kemudian Pondok Pesantren Tambak Beras,
Pondok Pesantren Rejoso dan lain-lain. Di Sulawesi Tengah didirikan madrasah
Al-Khairat sekitar tahun 1930, Madrasah Al-Ittihad di Lombok Barat dan
Madrasah Nahdatul Watan di Lombok Timur.

Di Kalimantan, Al-Najah wal Falah tahun 1918 di sungai Bakan Besar
Mempawah, Madrasah al-Sultaniyah di Sambas (Kalimantan Barat) sekitar tahun

1922, Madrasah al-Raudotul Islamiyah di Pontianak tahun 1936 dan sekitar tahun
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1928 berdiri Madrasah Normal Islam di Amuntai Kalimantan Selatan oleh H.
Abd. Rasyid, dan lainnya.

Kebijakan pemerintah Belanda'®' terhadap Pendidikan Islam pada saat
itu pada dasarnya bersifat heterogen-diskriminatif.'”> Hal ini disebabkan
kehawatiran pemerintah Belanda akan bangkitnya militansi kaum muslim
terpelajar dari madrasah tersebut. Oleh sebab itu pendidikan Islam harus
dikontrol, diawasi dan dikendalikan. Salah satu kebijakan yang diberikan adalah
penerbitan ordonansi guru, yaitu kewajiban bagi guru-guru agama untuk memiliki
surat izin dari pemerintah Belanda. Akibat pemberlakuan ordonansi guru adalah
tidak semua orang dapat menjadi guru agama dan diperbolehkan mengajar di
lembaga-lembaga pendidikan meskipun dia ahli agama. Latar belakang penerbitan
ordonansi ini adalah bersifat politis untuk menekan sedemikian rupa sehingga
pendidikan agama tidak menjadi pemicu perlawanan rakyat terhadap penjajah!®>.

Selain  kebijakan  ordonansi guru, pemerintah Belanda juga
memberlakukan ordonansi sekolah liar. Ordonansi ini mengatur tentang
kewajiban mendapatkan izin dari pemerintah Hindia Belanda bagi
penyelenggaraan pendidikan, melaporkan kurikulum dan keadaan sekolah.

Ketidaklengkapan laporan sering dijadikan alasan untuk menutup kegiatan

191 Kebijakan pemerintah belanda dalam pendidikan sebenarnya sudah dijelaskan oleh Taylor
dengan mengategorikan menjadi tiga yaitu kebijakan atas-bawah, subtantif dan simbolik. Yang
dimaksud dengan kebijakan atas-bawah yaitu pendidikan dikendalikan di pusat secara ketat dan
lebih merupakan model pendidikan yang disukai oleh belanda. Subtantif merupakan kebijakan
pendidikan yang menjadi pilihan pemerintah belanda dengan dibuktikan pada penggunaan kata
kolonialisme, diskriminatif, dualisme, western. Simbolik maksudnya penggunaan simbol dari
pendidikan islam yang berupa sekolah qur’an, pesantren dll.

192 Sirozi, Politik Kebijakan..., 18.

193 Pengalaman penajajah yang direpotkan oleh perlawanan rakyat di Cilegon tahun 1888
merupakan pelajaran serius bagi pemerintah Belanda untuk memberlakukan Ordonansi Guru
tersebut.
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pendidikan di kalangan masyarakat tertentu. Ordonansi sekolah ini tentu manjadi
faktor penghambat perkembangan pendidikan Islam karena kurang tertibnya
pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam pada saat itu. Tidak jarang,
kebijakan ini mendapatkan reaksi dari berbagai kalangan termasuk dari penggerak
pendidikan Islam. Reaksi tersebut setidaknya berbentuk dua hal pertama passive-
defensive dan kedua active-progressive.

Passive-defensive adalah reaksi lembaga-lembaga pendidikan Islam yang
berusaha menghindar jauh-jauh dari pengaruh politik kolonial terhadap sistem
pendidikan Islam yang dipraktekkannya. Bentuk reaksi ini adalah pendirian
pesantren-pesantren yang terletak jauh dari pusat-pusat kota dan pemerintahan.
Sedangkan active-progressive adalah reaksi penggerak pendidikan Islam yang
berusaha “menyelamatkan” pendidikan Islam agar mencapai kesetaraan dan
kesejajaran dengan lembaga-lembaga pendidikan lain, baik dalam segi
kelembagaan maupun kurikulumnya. Bentuk reaksi ini berupa tumbuh dan
berkembangnya sekolah-sekolah Islam atau madrasah.

Kebijakan diskriminatif berlanjut pada masa penjajahan Jepang, walau
lebih longgar dan memberikan sedikit kebebasan, kebijakan pemerintah Jepang
lebih berorientasi pada penguatan pengaruh dan kekuasaan di Indonesia. Untuk
mendapat simpati dan dukungan umat Islam, Jepang menawarkan bantuan dana
bagi sekolah dan madrasah, selain itu untuk mengontrol garakan pendidikan Islam
pemerintahan Jepang juga banyak mengangkat kalangan priyayi untuk menduduki

jabatan-jabatan di Kantor Urusan Agama.
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b. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Orde Lama

Pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional
mengalami proses yang panjang, meskipun secara historis pendidikan Islam telah
dipraktekkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Keberadaan pendidikan Islam
pada awal kemerdekaan semakin jelas, karena lembaga-lembaga tersebut telah
diakui bahkan dilindungi dan dikembangkan oleh pemerintah. Undang-undang

Dasar 1945, pasal 31 ayat 24

Menekankan agar secara langsung
menyelenggarakan pendidikan Islam dan dijadikan sebagai sub sistem pendidikan
nasional.

Selain itu, berdasarkan rapat Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia
Pusat (BPKNIP) tanggal 22 Desember 1945 diantaranya memutuskan bahwa
dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran di negeri ini, pendidikan di
langgar-langgar dan madrasah-madrasah dianjurkan agar berjalan terus dan
diperpesat. Pernyataan ini, kemudian diikuti dengan keluarnya keputusan
BPKNIP yang menyatakan agar madrasah-madrasah itu mendapatkan perhatian
dan bantuan dari pemerintah.

Dengan keadaan seperti ini jelas bahwa departemen agama sangat

berperan dalam perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, inisiatif seperti ini

sebenarnya sudah dimulai oleh menteri agama pertama H. M Rosyidi'®® untuk

194 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang
diataur dengan Undang-undang"

195 Pada tahun 1946, H. M. Rosyidi di angkat menjadi menteri agama pertama RI oleh perdana
menteri syahrir. Setahun kemudian H. M. Rasyidi diangkat menjadi sekretaris dan bendahara
delegasi diplomatic RI untuk Negara-negara timur tengah di bawah pimpinan haji agus salim.
Bermarkas di kairo, mesir. Delegasi ini berhasil meyakinkan Negara-negara timur tengah untuk
mengakui kemerdekaan Indonesia. Lihat 101 Jejak Tokoh Islam Indonesia, karangan badiatur
rasyidin dkk. 275.
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mengayomi pendidikan islam. Transisi menjadi menteri agama. Terdapat
beberapa nama yang menjadi menteri agama yaitu K. H. Fathurrahman Kafrawi,
K. Acmad Asyari, H. Anwaruddin, K. H. Maskhur, T. M. Hasan.

Perkembangan pendidikan Islam pada masa ini erat-terkait dengan peran
Departemen Agama yang secara intensif memperjuangkan politik pendidikan
Islam. Orientasi Departemen Agama dalam bidang pendidikan Islam berdasarkan
aspirasi umat Islam adalah agar pendidikan agama diajarkan di sekolah-sekolah di
samping pengembangan madrasah itu sendiri. Kebijakan pendidikan Islam
semakin signifikan sejak Departemen Agama mendapat tanggung jawab membina
dan pengembangan pendidikan agama di lembaga-lembaga pendidikan. hal yang
menjadi pokok persoalan pemikiran pendidikan Islam.

Menurut catatan sejarah, Menteri Pendidikan Pengajaran dan
Kebudayaan (PP&K) yang pertama Ki Hadjar Dewantara menyatakan dengan
tegas bahwa pendidikan agama perlu dijalankan di sekolah-sekolah negeri.
Kemudian dalam rapat tertanggal 27 Desember 1945, Badan Pekerja Komite
Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) mengusulkan kepada kementrian PP&K
(dalam hal ini Ki Hadjar Dewantara sendiri) agar mengusahakan pembaharuan
pendidikan dan pengajaran di Indonesia yang sesuai dengan rencana pokok usaha
pendidikan dan pengajaran, meliputi sepuluh persoalan; termasuk didalamnya
masalah pengajaran agama, madrasah dan pondok pesantren. Akan tetapi usulan
BP-KNIP ini baru dapat terlaksana pada masa kementrian (PP&K) dipegang oleh

MR. Suwandi sekitar tanggal 2 Oktober 1946 sampai dengan 27 Juni 1947. Hal
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ini disebabkan ketidak setabilan pemerintahan yang baru berdiri dan akibat gonta-
ganti kabinet.

Sebagai usaha pembaharuan tersebut pemerintah membentuk panitia dan
menerbitkan Surat Keputusan Menteri PP&K, No. 104. Tertanggal 1 Maret 1946
yang di antara tugasnya terkait dengan pendidikan agama (Islam) adalah: (a)
Hendaknya pelajaran agama diberikan pada semua sekolah dalam jam pelajaran
dan di Sekolah Rakyat (SR) diajarkan mulai kelas IV, (b) Guru agama disediakan
oleh Kementrian Agama dan dibayar oleh Pemerintah, (¢) Guru agama harus
mempunyai pengetahuan umum, (d) Pesantren dan madrasah harus dipertinggi
mutunya, (¢) Tidak perlu bahasa Arab.

Kemudian pendidikan Islam menemukan eksistensinya ketika TAP
MPRS No. 2 tahun 1960 menetapkan bahwa: "Pemberian pelajaran agama pada
semua tingkat pendidikan, mulai dari Sekolah Dasar sampai dengan Perguruan
Tinggi Negeri", di samping pengakuan bahwa "Pesantren dan Madrasah sebagai
lembaga pendidikan yang otonom di bawah pembinaan Departemen Agama".

c. Kebijakan Pendidikan Islam Pada Masa Orde Baru

Istilah Orde Baru merupakan sebutan bagi pemerintahan Presiden
Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun (1965-1998) di Indonesia. Orde Baru
menggantikan Orde Lama yang merujuk pada pemerintahan era Soekarno yang
berkuasa selama 20 tahun, dari tahun 1945-1965.

Orde Baru dimulai setelah penumpasan G-30S PKI (Gerakan 30
September Partai Komunis Indoneisa), pada tahun 1965 dan ditandai oleh upaya

melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen, pelaksanaannya
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dilengkapi dengan 24 ketetapan MPRS, satu Resolusi MPRS, dan satu Keputusan
MPRS yang dihasilkan dalam sidang UMUM IV MPRS tahun 1966.!°° Nuansa
pembelaan bangsa bangsa Indoneisa terhadap Pancasila saat itu sangat kuat sekali.
Perjuangan melawan PKI merupakan bentuk pembelaan bangsa terhadap
pancasila yang hendak diganti dengan faham komunis.

Setelah Soeharto menjadi Presiden, pertama yang dilakukan adalah
mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indoensia pada tanggal 19
September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan
kerjasama dengan PBB dan melanjutkan pertisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB
dan menjadi anggota PBB lagi pada tanggal 28 September 1966.

Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5
tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut
pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Pada masa Orde Baru,
Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan,
tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil
dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada
Trilogi Pembangunan, yang isinya sebagai berikut:

1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.

3) Stabilitas Nasional yang sehat dan dinamis.!®’

19 Baca Redja Mudyaharjo, Pengantar Pendidikan, (Depok: Rajagrafindo Persada, 2013)
197 Tim Penyusun MKD TAIN Sunan Ampel Surabaya, Merevitalisasi Pendidikan Pancasila
sebagai Pemandu Reformasi, (Surabaya, IAIN SA Press, 2011), 31-32.
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Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai
tujuan utamanya dan menmpuh kebijakannya melalui struktur administratif yang
didominasi militer, namun dengan nasihat dari para ahli ekonomi didikan barat.
Selama masa pemerintahannya, kebujakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian
sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang
besar namun tidak merata di Indoensia. Dia juga memperkaya dirinya,
keluarganya, dan rekan-rekan dekatnya melalui praktek korupsi yang
merajalela.'®®

Era Orde Baru berakhir dengan mengumumkan pengunduran dirinya dan
mengangkat BJ Habibie sebagai penggantinya. Pada pertengahan 1997, Indonesia
diserang krisis keuangan dan ekonomi Asia disertai kemartau terburuk dalam 50
tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin
jatuh. Rupiah jatuh dan Inflasi meningkat tajam, dan pemindahan modal
dipercepat. Para demonstran yang awalnya dipimpin mahasiswa, meminta
pengunduran diri Soeharto. Ditengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta
ribuan mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan
diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ke
tujuh.!®’

Orde Baru adalah masa pemerintahan di Indonesia sejak 11 Maret 1966
hingga terjadinya peralihan kepresidenan, dari presiden Soeharto ke presiden

Habibie pada 21 Mei 1998. Peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru membawa

konsekuensi perubahan strategi politik dan kebijakan pendidikan nasional. Pada

1% Tim Penyusun MKD TAIN Sunan Ampel Surabaya, Merevitalisasi Pendidikan Pancasila
sebagai Pemandu Reformasi, (Surabaya, IAIN SA Press, 2011). 32.
199 Ibid., 32-33.
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dasarnya Orde Baru adalah suatu korelasi total terhadap Orde Lama yang
didominasi oleh PKI dan dianggap telah menyelewengkan pancasila.

Orde Baru memberikan corak baru bagi kebijakan pendidikan agama
Islam, karena beralihnya pengaruh komunisme ke arah pemurnian pancasila
melalui rencana pembangunan Nasional berkelanjutan. Terjadilah pergeseran
kebijakan, dari murid berhak tidak ikut serta dalam pelajaran agama apabila
mereka menyatakan keberatannya, menjadi semua murid wajib mengikuti
pendidikan agama mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Masa Orde Baru disebut juga sebagai Orde Konstitusional dan Orde
Pembangunan. Yakni bertujuan membangun manusia seutuhnya dan
menyeimbangkan antara rohani dan jasmani untuk mewujudkan kehidupan yang
lebih baik. Pada tahun 1973-1978 dan 1983 dalam siding MPR yang kemudian
menyusun GBHN.

Jadi kesimpulannya adalah bahwa ditinjau dari falsafah Negara
Pancasila, dari konstitusi UUD 1945, dan keputusan MPR tentang GBHN maka
kehidupan beragama dan pendidikan agama Islam di Indonesia sejak Proklamasi
Kemerdekaan tahun 1945 sampai Pelita VI tahun 1983 semakin mantap.

Masa Orde Baru ini mencatat banyak keberhasilan diantaranya adalah:

1) Pemerintah memberlakukan pendidikan agama dari tingkat SD hingga
universitas (TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966), madrasah mendapat
perlakuan dan status yang sejajar dengan sekolah umum, pesantren mendapat

perhatian melalui subsidi dan pembinaan, berdirinya MUI (Majelis Ulama
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Indonesia) pada tahun 1975, pelarangan SDSB (Sumbangan Dana Sosial
Berhadiah) mulai tahun 1993 setelah berjalan sejak awal tahun 1980-an.
Pemerintah juga pada akhirnya member izin pada pelajar muslimah untuk
memakai rok panjang dan busana jilbab di sekolah-sekolah Negeri sebagai
ganti seragam sekolah yang biasanya rok pendek dan kepala terbuka.
Terbentuknya UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU
No. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Komplikasi Hukum Islam (KHI),
dukungan pemerintah terhadap pendirian Bank Islam, Bank Muamalat Islam,
yang telah lama diusulkan, lalu diteruskan dengan pendirian BAZIS (Badan
Amil Zakat Infak dan Sodagoh) yang idenya muncul sejak 1968, berdirinya
Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, pemberlakuan label halal atau haram
oleh MUI bagi produk makanan dan minuman pada kemasannya, terutama
bagi jenis olahan.?*

Selanjutnya pemerintah juga memfasilitasi penyebaran da’i ke daerah

terpencil dan lahan transmigrasi, mengadakan MTQ (Musabaqoh Tilawatil

Qur’an), peringatan hari besar Islam di Masjid Istiqlal, mencetak dan

mengedarkan mushaf al-Qur’an dan buku-buku agama Islam yang kemudian

diberikan ke masjid atau perpustakaan Islam, terpusatnya jama’ah haji di asrama

haji, berdirinya MAN PK (Program Khusus) mulai tahun 1986, dan pendidikan

pascasarjana untuk Dosen IAIN baik ke dalam maupun luar negeri, merupakan

kebijakan lainnya. Khusus mengenai kebijakan ini, Departemen Agama telah

200 Tim Penyusun MKD IAIN Sunan Ampel Surabaya, Merevitalisasi Pendidikan Pancasila
sebagai Pemandu Reformasi, (Surabaya, IAIN SA Press, 2011), 242.
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membuka program pascasarjana IAIN sejak 1983 dan join cooperation dengan
Negara-negara Barat untuk studi lanjut jenjang Magister maupun Doktor.

Selain itu, penayangan pelajaran Bahasa Arab di TVRI dilakukan sejak
1990, dan sebagainya. Akibat semua kebijakan tersebut, pembangunan bidang
agama Islam yang dilaksanakan Orde Baru mempercepat peningkatan jumlah
umat Islam terdidik dan kelas menengah muslim perkotaan.

Kebijakan pemerintah Orde Baru mengenai pendidikan Islam dalam
konteks madrasah di Indonesia bersifat positif dan konstruktif, khususnya dalam
dua dekade terakhir 1980- an sampai dengan 1990-an. Pada pemerintah, lembaga
pendidikan dikembangkan dalam rangka pemerataan kesempatan peningkatan dan
peningkatan mutu pendidikan.?"!

Pada awal-awal masa pemerintahan Orde Baru, kebijakan tentang
madrasah bersifat melanjutkan dan meningkatkan kebijakan Orde Lama. Pada
tahap ini madrasah belum di pandang sebagai bagian dari sistem pendidikan
nasional, tetapi baru bersifat lembaga pendidikan bersifat otonom di bawah
pengawasan Menteri Agama.

Menghadapi kenyataan tersebut di atas, langkah pertama dalam
melakukan pembaruan ini adalah dikeluarkannya kebijakan tahun 1967 sebagai
respons terhadap TAP MPRS No. XXVII tahun 1966 dengan melakukan
formalisasi dan strukturisasi madrasah.

Dalam dekade 1970-an madrasah terus dikembangkan untuk memperkuat

keberadaannya, namun di awal —awal tahun 1970 -an, justru kebijakan

201 Sudirman, Pembaharuan Hukum Islam : Mempertimbangkan Harun Nasution, dalam Refleksi
Pembaharuan Pemikiran Islam, Jakarta: LSAF, 1989.153.
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pemerintah terkesan berupaya untuk mengisolasi madrasah dari bagian sistem
pendidikan nasional. Hal ini terlihat dengan langkah yang di tempuh pemerintah
dengan langkah yang ditempuh pemerintah dengan mengeluarkan suatu kebijakan
berupa keputusan presiden nomor 34 tanggal 18 April tahun 1972 tentang
tanggungjawab fungsional pendidikan dan latihan. Isi keputusan ini mencakup
tiga hal:
1) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bertugas dan bertanggungjawab atas

pembinaan pendidikan umum dan kebijakan
2) Menteri Tenaga kerja bertugas dan bertanggungjawab atas pembinaan dan

latihan keahlian dan kejuruan tenaga kerja akan pegawai negeri
3) Ketua lembaga Administrasi Negara bertugas dan bertanggungjawab atas

pembinaan pendidikan dan latihan khusus untuk pegawai Negeri.
d. Kebijakan Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Pada awal reformasi, Sistem Pendidikan Nasional masih diatur oleh
UUSPN Nomor 2 tahun 1989 yang menurut banyak kalangan sudah tidak sesuai
dengan Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah, Pasal 11 yang
menyatakan tentang "daerah berkewajiban menangani pendidikan". Atas dasar
kritikan itulah, disusun dan disahkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional.
Proses pergantian UUSPN nomor 2 tahun 1989 ke UUSPN nomor 20

tahun 2003 pada saat itu (awal tahun 2003) menuai pro dan kontra. Catatan media

menunjukkan bahwa sepanjang perdebatan rancangan UUSPN nomor 20 tahun
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2003 hingga pengesahannya pada tanggal 8 Juli 2003 terdapat sepuluh materi
yang diperdebatkan, yaitu:

Pertama, masalah desentralisasi dan kerancauan tanggungjawab
perumusan UU Sisdiknas. Kedua, ketidak-jelasan tanggungjawab pemerintah
daerah dan pusat, ketiga tanggungan biaya pendidikan antara pemerintah dan
masyarakat, keempat pendidikan formal dan non-formal, kelima sentralitas agama,
keenam UU Sisdiknas melahirkan watak inlander dan orientasi inward looking.
Ketujuh, pembebanan sumberdaya pada masyarakat, kedelapan adanya dominasi
guru, kesembilan asumsi liberalisasi pendidikan, dan kesepuluh etatisme/campur
tangan pemerintah yang berlebih-lebihan.

Kesepuluh persoalan di atas, yang menjadi perdebatan hangat dan
menuai pro-kontra adalah persoalan agama atau pendidikan agama, pasal 3 dan 4,
terutama pasal 12 ayat 1 (a) yang berbunyi;

“setiap peserta didik pada setiap lembaga/ satuan pendidikan berhak

mendapatlan pedidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan
diajarkan oleh pendidik agama yang seagama”.

Karena itu, Majelis Nasional Pendidikan Katholik (MNPK) dan Majelis
Pendidikan Kristen (MPK) mengajukan keberatan atas pasal tersebut dengan
alasan bahwa pasal dan ayat tersebut membelenggu gerakan kemandirian sekolah-
sekolah swasta yang realitanya sangat “plural”. Selain itu, mereka beranggapan
bahwa undang-undang tersebut terlalu menekankan pendidikan agama di sekolah
sekolah, sehingga keberadaan lembaga pendidikan kejuruan, etika dan etos kerja

dilupakan.
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Pro-kontra ini mendapat respon dari berbagai pihak, diantaranya adalah
tulisan Ali Masykur menjelaskan bahwa Undang-Undang terbaru ini (UUSPN
nomor 20 Tahun 2003) sudah cukup akomodatif dan representative bila
dibandingkan dengan UU No. 12 tahun 1989, sebab selama ini ada pandangan dan
reaksi masyarakat yang menyoroti dasar filsafat pendidikan, tujuan pendidikan
yang diangap tidak mencerdaskan, campur tangan pemerintah, aturan yang tidak
demokratis dan memihak agama tertentu.

Namun, UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
merupakan undang-undang yang mengatur penyelenggaraan satu sistem
pendidikan nasional sebagaimana dikehendaki UUD 1945. Proses perjalanan yang
melelahkan, sejak indonesia merdeka sampai tahun 1989 dengan kelahiran UU
No. 2 tahun 1989, dan kemudian disempurnakan menjadi UU No. 20 tahun 2003,
merupakan puncak dari usaha mengintegrasikan pendidikan Islam kedalam Sistem
Pendidikan Nasional.?%?

Dari penjabaran di atas dapat penulis simpulkan bahwa partisipasi kiai di

Indonesia bukan hanya terjadi pada masa sekarang ini melainkan sudah mengakar

sejak zaman kolonial sampai sekarang.

202 Hisbullah, Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap
penyelanggaraan Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 157.



